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MOTTO 
 
 
 
               
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. Al 
Baqarah : 286) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalan transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin  Nama  
    
ا 
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
      
       
ب 
Ba B Be    
      
       
ت 
Ta T Te    
      
       
ث 
ṡa ṡ Es (dengan titik di 
      
   atas)   
ix 
 
       
ج 
Jim J Je    
      
       
ح 
ḥa ḥ Ha (dengan titik di 
      
       
10 
 
 
 
 
 
   bawah)   
      
خ 
Kha Kh Ka dan ha   
     
      
د 
Dal D De   
     
      
ذ 
Zal Ż Zet  (dengan titik di 
     
   atas)   
      
ر 
Ra R Er   
     
      
ز 
Zai Z Zet   
     
      
س Sin S Es   
11 
 
     
      
ش 
Syin Sy Es dan ye   
     
      
ص 
ṣad ṣ Es  (dengan titik di 
     
   bawah)   
      
ض 
ḍad ḍ De  (dengan titik di 
     
   bawah)   
      
ط 
ṭa ṭ Te  (dengan titik di 
     
   bawah)   
      
ظ 
ẓa ẓ Zet  (dengan titik di 
     
   bawah)   
      
12 
 
 
 
 
 
ع 
„ain ...،... Koma   terbalik   di 
   
   Atas 
    
غ 
Ghain Gh Ge 
   
    
ف 
Fa F Ef 
   
    
ق 
Qaf Q Ki 
   
    
ك 
Kaf K Ka 
   
    
ل 
Lam L El 
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م 
Mim M Em 
   
    
ن 
Nun N En 
   
    
و 
Wau W We 
   
    
ه 
Ha H Ha 
   
    
ء 
Hamzah ...׳... Apostrop 
   
    
ي 
Ya Y Ye 
   
    
14 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama 
        
  َ  Fatḥah  A  A 
        
  َ  Kasrah  I  I 
        
  َ  Dammah  U  U 
        
Contoh:       
      
No  Kata Bahasa Arab   Transliterasi 
       
1. 
 
كتب 
   
Kataba 
      
       
15 
 
2. 
 
ذكر 
   
Zukira 
      
       
3. 
 
يذبه 
   
Yazhabu 
      
        
16 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan hururf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Nama Gabungan Huruf Nama 
Huruf    
    
ى ......أ 
Fathah dan ya Ai a dan i 
   
    
و ......أ 
Fathah dan wau Au a dan u 
   
    
 
Contoh: 
 
 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
 
1. 
 
كيف 
Kaifa 
 
   
2. 
حول Ḥaula 
 
 
 
17 
 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
18 
 
 
 
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan  Nama 
   Tanda   
       
ي ......أ 
 
Fathah dan alif Ā 
 
a dan garis di 
   
  atau ya    atas 
       
ي ......أ 
 
Kasrah dan ya Ī 
 
i dan garis di 
   
      atas 
       
و ......أ 
 
Dammah dan Ū 
 
u dan garis di 
   
  wau    atas 
       
Contoh:       
     
No Kata Bahasa Arab   Transliterasi 
       
1. 
 
قلا 
   
Qāla 
     
       
19 
 
2. 
 
قيل 
   
Qīla 
     
       
3. 
 
يقول 
   
Yaqūlu 
     
       
4. 
 
ريم 
   
Ramā 
     
       
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
20 
 
 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
1. 
 
روضةالآطفلا 
Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
 
   
2. 
طلحة 
Ṭalhah 
 
 
 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau  Tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
21 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
   
1. 
نا  َرب  
Rabbana 
  
2. 
نزل 
Nazzala 
 
  َ  
 
   
22 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لأ. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan hururf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung.  
Contoh: 
 
 No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
    
 1. 
لارلج 
Ar-rajulu 
  
  َ  
 
    
 2. 
اجلال 
Al-Jalālu 
   
    
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di 
awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
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 No  Kata Bahasa Arab Transliterasi 
     
 1.  
أكل 
Akala 
    
     
 2.  
تأخذون 
ta‟khuduna 
    
     
 3.  
لانؤ 
An-Nau‟u 
    
     
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan, maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangannya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bi 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
24 
 
Contoh: 
 
No Kalimat Arab Transliterasi 
   
1. 
وماحممدإلارسول 
Wa mā Muhammadun illā rasūl 
  
   
2. 
لاعاملني رب امحدهلل  
Al-hamdu lillahi rabbil „ālamīna 
  
   
25 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam tansliterasinya bisa dilakukan 
dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh: 
 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
   
1. 
هلوخريلارازقني اهلل وإن  
Wa innallāha lahuwa khair ar- 
  
  rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa 
  khairur-rāziqīn 
   
2. 
والمزان فأوفوالاكيل  
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ 
  
  Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Tika Duwi Lestari, NIM. 152111231, “KETENTUAN OBJEK AKAD DALAM 
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO 
08/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di BMT Surya Dana Makmur Klaten)”. 
Lembaga keuangan syariah adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang 
ekonomi, keuangan bank maupun non bank berdasarkan prinsip-prisip Islam. Dari 
berbagai macam lembaga keuangan syariah yang ada salah satunya adalah BMT 
Surya Dana Makmur Klaten. Salah satu produk pembiayaan di BMT Surya Dana 
Makmur Klaten adalah pembiayaan dengan akad musyarakah. Dalam dunia 
perekonomian yang terhitung maju seperti sekarang akad pembiayaan 
musyarakah seharusnya banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah. Pada 
praktek yang ada di BMT Surya Dana Makmur Klaten akad pembiayaan 
musyarakah terhitung banyak diminati oleh nasabah. Yang mana pembagian 
keuntungan dan kerugian harus ada saat awal akad. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pelaksanaan objek akad pada pembiayaan musyarakah dan penerapan 
fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Surya Dana Makmur Klaten. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
lapangan yang mana lokasi penelitian ini adalah di BMT Surya Dana Makmur 
Klaten. Sumber data yang diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi 
kemudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif. Dengan menjelaskan 
pelaksanaan objek akad musyarakah dan penerapan fatwa DSN MUI No 08/DSN-
MUI/IV/2000 di BMT Surya Dana Makmur Klaten. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan di BMT Surya Dana Makmur Klaten: 
pertama, pelaksanaan objek akad pembiayaan musyarakah di BMT Surya Dana 
Makmur telah sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, penerapan Fatwa DSN MUI 
No. 08/DSN-MUI/2000 telah sepenuhnya diterapkan oleh BMT Surya Dana 
Makmur Klaten. 
 
Kata Kunci: Musyarakah, Fatwa DSN MUI.  
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ABSTRACT 
 
Tika Duwi Lestari, NIM. 152111231, “KETENTUAN OBJEK AKAD DALAM 
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO 
08/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di BMT Surya Dana Makmur Klaten)”. 
 
Islamic financial institutions are a body whose activities in the fields of 
economics, bank finance and non-banks are based on Islamic principles. One of 
the various types of Islamic financial institutions is BMT Surya Dana Makmur 
Klaten. One of the financing products at BMT Surya Dana Makmur Klaten is 
financing with a musyarakah contract. In the world of economics which is 
calculated to be advanced as now the musyarakah financing contract should be 
applied in Islamic financial institutions. In the practices of BMT Surya Dana 
Makmur, Klaten, the musyarakah financing contract is attracting customers. 
Which is where the distribution of profits and losses must be present at the 
beginning of the contract. The purpose of this study was to determine the 
implementation of the contract object on musyarakah financing and the 
application of the MUI DSN fatwa No. 08 / DSN-MUI / IV / 2000 at BMT Surya 
Dana Makmur Klaten.  
The research methodology used is a qualitative field research where the 
location of this research is at BMT Surya Dana Makmur Klaten. Data sources 
obtained by interviews and documentation are then analyzed by deductive 
thinking. By explaining the implementation of the object of the musyarakah 
agreement and the application of the MUI DSN fatwa No. 08 / DSN-MUI / IV / 
2000 at BMT Surya Dana Makmur Klaten. 
The results of the research conducted at BMT Surya Dana Makmur 
Klaten: first, the implementation of the object of the musyarakah financing 
agreement at BMT Surya Dana Makmur is in accordance with the existing rules. 
Second, the implementation of the MUI DSN Fatwa No. 08 / DSN-MUI / 2000 
has been fully implemented by BMT Surya Dana Makmur Klaten. 
 
Keywords: Musyarakah, MUI DSN Fatwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Lembaga keuangan syariah adalah suatu badan yang kegiatannya di 
bidang ekonomi, keuangan bank maupun non bank berdasarkan prinsip-prisip 
Islam. Lembaga keuangan syariah sendiri pertama kali berdiri pada masa 
Rosulullah SAW yang mana merupakan lembaga keuangan satu-satunya 
langsung di tangani oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Baitul Maal. Pada saat 
itu Baitul Maal hanya berorientasi pada menerima pendapatan dan 
mengeluarkan pembelanjaan untuk Negara. Meskipun pada saat itu belum 
terbentuk lembaga yang mandiri dan terpisah.
1
 Lembaga keuangan tersebut 
terus berkembang hingga sekarang, dan saat ini telah berdiri banyak lembaga 
keuangan, salah satunya adalah BMT (Baitul Maal Tamwil) yang merupakan 
salah satu lembaga keuangan pengembang dari sistem keuangan pada zaman 
Rosulullah SAW yaitu Baitul Maal.
2
 
Lembaga keuangan yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW hanya 
beroperasi pada bidang sosial keagamaan yang kegiatan utamanya hanya 
menampung dan menyalurkan harta masyarakat berupa infaq, zakat, dan 
shodaqoh berdasarkan dengan ketentuan Islam. Namun, seiring berjalannya 
                                                          
1
 Ahmad Sumiyanto, SE, M.SI., BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta: Percetakan 
DEBETA, 2008), hlm. 17 
2
 Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer, (Jakarta: 
Salemba empat, 2016), hlm. 13. 
waktu pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab sejalan dengan 
bertambah luasnya wilayah kekuasaan islam menjadikan Baitul Maal menjadi 
berkembang lebih pesat. Dan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab 
Baitul Maal baru muncul sebagai lembaga yang tersendiri atas usulan dari 
seorang ahli fiqh, yaitu Walid bin Hisyam.
3
 
BMT sendiri adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bank yang 
bergerak pada skala mikro yang berlandaskan syariah.
4
 Tersedianya sumber 
dana untuk dunia usaha dan didukung oleh kemudahan investasi mendorong 
ekspansi usaha khusunya oleh kelompok-kelompok berskala besar. Hal ini 
mengakibatkan, permintaan kredit terus meningkat khususnya dalam sector 
industri, perdagangan, dan jasa-jasa.
5
 Dalam hal ini BMT mulai melakukan 
operasi di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan diadakannya pendirian 
PT. Bank Muamalat Tbk. (PT. BMI).  
Dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tetang perbankan hasil revisi 
dari UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu Pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan tujuan/kesepakatan antara pihak bank dengan pihak 
yang lain yang berkewajiban pihak yang dibiayai untuk pengembalian uang 
                                                          
3
 Ahmad Sumiyanto, SE, M.SI., BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta: Percetakan 
DEBETA, 2008), hlm. 17 
4
 Ibid, hlm. 15 
5
 Dr. Muhammad, M.Ag., Manajemen Bank yariah Edisi Revisi Kedua, (Yogyakarta: Unit 
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setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (pasal 1 ayat 2).
6
 
Pada saat itu perbankan syariah di Indonesia telah mengelamai pertumbuhan 
atau perkembangan yang sangat pesat, saat itu juga masyarakat mulai faham 
atau mengerti tentang apa itu perbankan syariah. Dengan di dasari oleh 
berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor berdirinya 
perbankan yang menggunakan system berdasarkan dengan ketentuan Islam. 
Yang awalnya perbankan syariah diragukan oleh masyarakat mengenai 
system operasionalnya, sudah menunjukkan kemajuan yang sangat baik.  
Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang 
bergerak pada sector riil masyarakat bawah dan menengah kerana BMI sendiri 
secara operasuional tidak dapat menyentuh masyarakat bawah, maka BMT 
menjadi salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Kelahiran BMT juga sangat menunjang system 
perekonomian memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat 
yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah.
7
 
BMT sendiri lahir dengan alasan bahwa haramnya unsur riba pada 
ekonomi islam. BMT sendiri tidak menerapkan unsur riba dalam 
pengoperasiannya, dan membuka peluang usaha dengan system atau konsep 
kemitraan, dan lebih memperhatikan unsur moralitas. Selain itu, pada lembaga 
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DEBETA, 2008), hlm. 17 
ini juga dibentuk suatu dewan yang bertugas untuk mengawasi system 
pengoperasian bank tersebut yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). 
Di Indonesia, BMT mengalami suatu kemajuan dan pernah mengalami 
kemunduran, atau bisa disebut dengan pasang surutnya perkembangan BMT 
di Indonesia. Pada bulan Desember 2005 BMT mengalami penurunan dalam 
operasinya, yang awalnya ada sekitar 3.000 unit BMT menurun menjadi 2.017 
yang aktif beroperasi. Pada tahun 2006 BMT mengalami peningkatan kembali 
yaitu BMT yang aktif beroperasi mencapai 3.200 unit BMT.
8
 
Di antara 3.200 unit BMT yang masih aktif beroperasi di Indonesia, 
ada salah satu BMT yang berdiri di Kota Klaten yaitu BMT Surya Dana 
Makmur yang sudah berdiri sejak tahun 2007 termasuk kedalam lembaga 
keuangan syariah yang membuka peluang usaha untuk masyarakat dengan 
system kemitraan dan tanpa adanya unsur riba. BMT Surya Dana Makmur 
beralamat di Jl. Jatinom-Boyolali Km. 6 Tulung Klaten. BMT Surya Dana 
Makmur terdiri atas empat unit, yaitu: 
1. Unit Simpan Pinjam (Simpin) 
2. Unit kebutuhan Pokok 
3. Unit Perdagangan 
4. Unit Jasa (Air Kemasan) 
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Dalam pengoperasiannya BMT Surya Dana makmur memiliki 
berbagai produk antara lain,  
1. Produk simpanan (Mudharabah, Qurban, Pendidikan, Idul Fitri, 
Walimanah, Haji dan Deposito),  
2. Produk pembiayaan (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijaroh), 
dan juga ada;  
3. Produk arisan (Aristanada dan Sepeda Motor).  
Dari berbagai produk yang ada atau yang ditawarkan oleh BMT Surya 
Dana Makmur ada produk pembiayaan yang memberikan peluang usaha 
untuk masyarakat, yaitu musyarakah. Dimana dalam produk tersebut BMT 
Surya Dana Makmur menyediakan dana untuk masyarakat yang memiliki 
usaha dan membutuhkan tambahan atau investasi dana dari pihak lain. 
Dimana dalam pembiayan ini antara pihak-pihak yang bekerjasama masing-
masing memberikan kontribusi dana.   
Secara garis besar, hubungan ekonomi entah itu hutang piutang, 
simpanan maupun kerjasama didasarkan pada syari’at Islam yang  ditentukan 
oleh hubungan akad yang terdiri dari lima prinsip dasar akad. Prinsip-prinsip 
dasar akad tersebut dapat ditemukan pada produk-produk lembaga keuangan 
bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah.
9
 
Objek akad merupakan benda-benda yang diakadkan atau benda-benda 
yang dijadikan untuk kerjasama. Di dalam Islam juga dijelaskan bahwasanya 
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ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sesuatu barang yang dijadikan 
objek akad, antara lain adalah  
1. Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan,  
2. Dibenarkan oleh syariah,  
3. Jelas dan dapat dikenali,  
4. Dapat diserahterimakan.  
Dalam hal ini objek akad yang digunakkan dalam pembiayaan 
musyarakah pada BMT Surya Dana Makmur Klaten adalah berupa pendanaan 
yang berwujud uang. Nisbah keuntungan atau bagi hasilnya juga disebutkan 
saat akad berlangsung, namun pada porsi atau nisbah kerugiannya tidak 
sebutkan, melainkan pada proses berjalannya kerjasamanya apabila ada 
kerugian pihak BMT baru menganalisa prosentase kerugian yang harus di 
tanggung. Hal ini dapat saja menyebabkan pihak nasabah merugi. 
Yang mana dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 8/DSN-
MUI/IV/2000 telah dijelaskan bahwa objek akad musyarakah sendiri meliputi 
modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Adapun ketentuan dalam modal ialah 
modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang sama nilainya, 
para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan atau yang lain kepada 
pihak lain yang tidak ikut dalam akad. Dalam hal kerja, semua mitra ikut 
berpartisipasi, setiap mitra bekerja atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. 
Dan mengenai keuntungan, keuntungan harus di kuantifikasi dengan jelas, 
setiap keuntungan harus dibagikan secara proposional, setiap mitra boleh 
mengusulkan bahwa keuntugan melebihi jumlah tertentu, dan system 
pembagian keuntungan harus tertuang dalam akad. Yang terakhir mengenai 
kerugian, kerugian harus dibagi dengan mitra sesuai dengan saham masing-
masing dalam modal.  
Berdasarkan uraian masalah tersebut penulis memilih BMT Surya 
Dana Makmur sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena di dalam 
produk pembiayaan di BMT Surya Dana Makmur telah melaksanakan 
pembiayaan musyarakah. Dari penjelasan diatas maka penulis sangat tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang KETENTUAN OBJEK AKAD DALAM 
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  DITINJAU DARI FATWA DSN MUI 
NO 08/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di BMT Surya Dana Makmur 
Klaten). 
    
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis maka 
dalam penulisan ini akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang 
akan dikaji diantaranya : 
1. Bagaimana pelaksanaan objek akad dalam pembiayaan musyarakah di 
BMT Surya Dana Makmur? 
2. Bagaimana penerapan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 di 
BMT Surya Dana Makmur Klaten? 
   
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah diatas, maka maksud 
dan tujuan dari penelitian dan tugas akhir ini adalah : 
1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan objek akad dalam pembiayaan 
musyarakah di BMT Surya Dana Makmur. 
2. Untuk mendiskripsikan penerapan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 di BMT Surya Dana Makmur. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini dilakukan dapat ditinjau dari dua segi yaitu 
segi Teoritis dan segi Praktis : 
1. Manfaat Teoritis. 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, referensi, 
wawasan dan memperkaya hasanah keilmuan intelektual bagi 
kalangan mahasiswa dan masyarakat luas terutama setiap nasabah 
maupun calon nasabah yang ingin memperdalam ilmu tentang hukum 
ekonomi syariah di setiap perguruan tinggi dan supaya menjadi 
kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum yang ada di Indonesia yang 
berkaitan dengan perbankan syariah terutama dalam penerapan objek 
akad musyarakah di perbankan syariah. 
b. Dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami  
kesesuaian objek akad musyarakah dalam ketentuan syariat Islam. 
c. Sebagai saran dan masukan bagi BMT Surya Dana Makmur dalam 
kesesuaian objek akad musyarakah baik yang sudah sesuai fatwa DSN 
MUI atau yang belum. 
2. Manfaat Praktis 
Sumber informasi inspirasi dan memberikan wawasan bagi semua 
orang dan pihak-pihak yang bersangkutan terutama dibidang lembaga 
keuangan syariah, karena penelitian ini dilakukan memberikan gambaran 
tentang mekanisme secara rill yang ada dilapangan dalam menyesuaiakan 
ketentuan objek akad musyarakah yang dilakukan oleh BMT Surya Dana 
Makmur. 
 
E. Kerangka Teori  
1. Musyarakah 
a. Pengertian Musyarakah 
Syirkah atau musyarakah berarti akad kerjasama antara dua 
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 
pihak memberi kontribusi dana atau mall, dengan kesepakatan bahwa 
resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
10
  
Secara garis besar musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis 
yaitu, musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak) dan musyarakah 
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akad (syirkah al ‘aqd). Musyarakah kepemilikan tercipta karena 
adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan 
pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah 
akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih 
setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal 
dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
11
  
b. Landasan Hukum Musyarakah 
Dasar hukum dari musyarakah sendiri adalah Q.S An-Nisa : 
12, Q.S Sad : 24, dan hadits Nabi.  
                    
Artinya: Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
12
 
…                  
               ...     
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pustaka Agung 
Harapan, 2006), hlm 102. 
Artinya: Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu 
berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan;
13
 
c. Rukun dan Syarat Musyarakah 
Adapun rukun dari akad musyarakah terbagi menjadi tiga, 
diantaranya adalah: 
1. Pelaku akad 
2. Objek akad, yakni modal atau mall, kerja atau dharabah dan 
keuntungan atau ribh 
3. Sighah (ijab dan qabul) 
Syarat musyarakah 
1. Ucapan: tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah, ia 
dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. 
Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. 
Kontrak dicatatat dan disaksikan. 
2. Pihak yang berkontrak disyaratkan harus kompeten dalam 
memberikan dan diberikan kekuasaan perwakilan. 
3. Objek kontrak (dana dan kerja ) yang diberikan harus tunai. 
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2. Fatwa DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Musyarakah 
DSN telah menetapkan beberapa fatwa tentang pembiayaan 
musyarakah, adalah: Fatwa DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan musyarakah dalam fatwa ini membahas tentang ketentuan 
musyarakah yang ada dalam perbankan syariah. Adapun ketentuan 
tersebut antara lain adalah:
14
 
a. Ketentuan mengenai pernyataan ijab dan qobul. 
b. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang berkontrak harus cakap 
hukum, dan memperhatikan hal-hal lainnya. 
c. Ketentuan mengenai objek akad (modal, kerja, keuntungan dan 
kerugian). 
1) Modal  
a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau 
yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset 
perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan 
sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih 
dahulu dinilai dengan uang tunai dan di sepakati oleh para 
mitra. 
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b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah 
kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 
c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 
 
2) Kerja 
a) Partispasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja 
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 
tambahan bagi dirinya. 
b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-
masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam 
kontrak. 
3) Keuntungan 
a) Keuntungan harus di kuantifikasi dengan jelas untuk 
menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musyarakah.  
b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 
proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada 
jumlah yang di tentukan di awal yang di tetapkan bagi 
seorang mitra. 
c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu 
diberikan kepadanya. 
 
4) Kerugian 
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara 
proposional menurut saham masing-masing dalam modal.
15
 
d. Ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan kajian peneliti sebelumnya yang pernah 
dilakukan membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga 
terlihat jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari 
penelitian sebelumnya. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa karya 
yang penulis jumpai yang membahas tentang musyarakah, antara lain: 
Skripsi Doddy Efyandana, tahun 2012 di Fakultas Syariah UIN Syarif 
Hidayatullah dengan judul “Aplikasi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan 
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Musyarakah” (study pada BPRS Wakalumi Ciputat Tangerang). Membahas 
tentang korelasi aplikasi pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN. 
Skripsi Yulia Astina dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pembiayaan 
Musyarakah pada BRI Syariah”. Membahas tentang sejauh manakah aplikasi 
pembiayaan musyarakah pada BRI Syariah. 
Skripsi oleh Zahrotul Mujahidah tahun 2018 di Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta dengan judul “Analisis Penerapan Akad Musyarakah dalam 
Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Musyarakah Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 
Pembantu Madiun”. Skripsi ini membahas tentang penerapan akad yang 
digunakan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun itu 
sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau belum. 
Skripsi oleh Gian Endrea Sari tahun 2018 di Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta dengan judul “Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Produk 
Pembiayaan Kontruksi BTN IB di BTN Syariah Cabang Surakarta (ditinjau 
dari Fatwa DSN-MUI Nomor 08 tahun 2000 tentang Pembiayaan 
Musyarakah)”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad musyarakah 
yang ada BTN Syariah cabang Surakarta pada produk pembiayaan kontruksi 
BTN IB. 
 Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang telah disebutkan diatas, pada 
skripsi ini akan membahas tentang ketentuan objek akad yang dilakukan di 
BMT Surya Dana Makmur. Yang mana dalam penerapannya atau aplikasinya 
pada dunia nyata itu berbeda dengan teori, masyarakat hanya asal melakukan 
perjanjian tanpa mengetehui ketentuan-ketentuan yang ada.  
 
G. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian 
untuk dapat memperoleh data valid diantara metode penelitian yang 
digunakan adalah : 
1. Jenis penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yang 
dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan peneliti 
sebagai kelengkapan data dalam hasil penelitian kelak. Penelitian ini akan 
dilakukan di BMT Surya Dana Makmur Klaten.  
2. Jenis dan sumber data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 
dari narasumber yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal 
ini data primer diperoleh melalui interview (wawancara). Wawancara 
akan dilakukan dengan Bapak Nur Salim selaku Manager di BMT 
Surya Dana Makmur dan juga mitra dari akad Musyarakah. 
Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga 
atau institusi tertentu. 
b. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1) Sumber data primer 
Sumber data ini merupakan sumber data yang diperoleh dari 
lapangan dengan mengkaji langsung peristiwa yang ada dalam 
lapangan yaitu di tempat BMT Surya Dana Makmur. 
2) Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan mengkaji sumber data pustaka yang berisikan informasi 
mengenai sumber data primer yang masih berhubungan atau relevan 
dengan penelitian ini.16 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di BMT Surya Dana Makmur Klaten. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar 
mendapat dan memperoleh infomasi yang akan dibutuhkan dalam 
mencapai tujuan sebuah penelitian diantaranya adalah : 
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51.   
a. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti.17 Dalam penelitian ini wawancara 
akan dilakukan dengan Bapak Nur Salim selaku Manager di BMT 
Surya Dana Makmur. Dalam teknik ini, penyusun menggunakan 
teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur lebih 
tepat dilakukan penelitian kualitatif dari pada penelitian lainnya.18  
b. Dokumentasi  
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Dokumen-dokumen yang membantu 
dalam penulisan skripsi ini berupa SOP Pembiayaan, dan dokumen 
lain yang sekiranya di butuhkan. Dengan teknik ini, penyusun meneliti 
data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada di tempat penelitian 
seperti photo dan surat-surat, selama melakukan penelitian di BMT 
Surya Dana Makmur. 
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5. Tehnik Analisis Data 
a. Metode Deduktif  
Merupakan metode berfikir yang didasarkan pada prinsip 
pengetahuan atau keadaan yang sifatnya umum kemudian ditarik 
menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.19  
b. Metode Induktif 
Merupakan metode berfikir yang didasarkan pada prinsip 
pengetahuan hal-hal yang khusus dianalisis menjadi hal-hal yang 
umum.20 Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan 
kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, lebih singkatnya bab 
pertama membahas tentang pendahuluan, bab kedua berisikan landasan teori, 
bab ketiga berisikan tentang BMT Surya Dana Makmur, bab keempat berisi 
tentang ketentuan objek akad yang di gunakan, dan bab kelima berisikan 
penutup. Akan lebih jelasnya mengenai kelima bab tersebut akan penulis 
jelaskan dibawah ini: 
BAB I Pada bab ini berisikan pendahuluan yang dijadikan sebagai 
acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya dan sekaligus 
                                                          
19
Sutrisno Hadi,Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM 1995),hlm 36. 
20
Suryana,Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, (Bandung: 
UPI, 2010),hlm.1. 
sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian yang cakupannya 
terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II Pada bab ini berisikan teori yang digunakan dalam penelitian 
ini. Yang berisikan pengertian objek akad, rukun dan syarat 
objek akad, pengertian musyarakah, macam-macam 
musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, fatwa DSN MUI 
tentang musyarakah, dan juga objek akad. 
BAB III Pada bab ini berisikan tentang BMT Surya Dana Makmur yang 
mencakup tentang sejarah pendirian, visi dan misi, layanan-
layanan BMT Surya Dana Makmur, produk-produk dan jasa 
yang ada pada BMT Surya Dana Makmur serta struktur 
organisasinya, pelaksanaan objek akad musyarakah di BMT 
Surya Dana Makmur Klaten, prosedur dalam transaksi 
akadnya. 
BAB IV Pada bab ini membahas tentang penerapan fatwa DSN MUI 
No. 08/DSN-MUI/VI/2000 rukun dan syarat musyarakah, 
ketentuan umum dan objek akad musyarakah di BMT Surya 
Dana Makmur Klaten. 
BAB V Penutup, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang 
diperoleh dari analisa pembahasan masalah yang diteliti 
21 
 
BAB II 
MUSYARAKAH DAN FATWA DSN MUI NO 08/DSN-MUI/IV/2000 
 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan pada 
penulisan skripsi ini. Yang mana teori yang digunakan ialah musyarakah dan 
Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000. Pertama, teori musyarakah disini 
akan dijelaskan tentang pengertian, landasan hukum, syarat dan rukun, serta 
berakhirnya musyarakah. Kedua, Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000. 
A. Musyarakah/Syirkah 
Pada sub bab teori musyarakah ini terdiri dari beberapa sub lagi 
yang mana menjelaskan mengenai pengertian musyarakah, landasan 
hukum musyarakah, rukun dan syarat, serta berakhirnya musyarakah. 
Adapun penjelasan dari sub-sub bab tersebut ialah: 
1. Pengertian Musyarakah 
Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang 
sampai sekarang masih eksis dan di praktikkan oleh masyarakat 
muslim.
1
 Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad Syirkah 
mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dngan kebutuhan 
manusia yang selalu mengalami perkembangan.
2
 
Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilath yang maksudnya 
adalah penggabungan atau pencampuran. Atau dalam arti lain   
bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya, 
                                                          
1
 H. Maulana Hasanudin, H. Jaih Mubarok,Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: 
Kencana, 2012), hlm 19 
2
 Ibid, hlm 19 
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sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.
3
 Dan ada beberapa 
pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh.  
Pertama, menurut ulama Hanifah, Syirkah secara istilah 
adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan 
hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.
4
  
Kedua, di kemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut 
mereka Syirkah adalah Suatu keizinan untuk bertindak secara 
hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
5
 
Dibuku lain juga menerangkan pengertian Syirkah menurut ulama 
Malikiyah adalah izin seseorang untuk tasarrufm hartanya kepada 
orang lain seperkongsian dengan tetap melekatnya hak tasarruf 
masing-masing.
6
 
Ketiga, dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. 
Menurut mereka Syirkah adalah:
7
 Hak bertindak hukum bagi dua 
orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. 
Definisi yang dikemukakanoleh para ahli fiqh diatas pada 
prinsipnya hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensinya 
adalah sama.
8
 Taqiy Ad-Din Al-Nabhani mendefinisikan syirkah 
sebagai transaksi antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing 
                                                          
3
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, ( Depok : Gema Insani, 2011), hlm. 441 
4
 H. Maulana Hasanudin, H. Jaih Mubarik, Perkembangan Akad Musyarakah…, hlm, 19 
5
 Zahrotul Mujahidah, “Analisis Penerepan akad  Musyarakah dalam Perspektif fatwa 
DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Madiun”, Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
IAIN Surakarta. Surakarta. 2018. hlm. 33 
6
 Dr. Siah Khosyi’ah, M.Ag.,Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 
2014), hlm 201 
7
 Nasrun Haroen, Fuqh Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 165. 
8
 Dr. Siah Khosyi’ah, M.Ag.,Fiqh Muamalah Perbandingan,…,hlm 202 
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sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan 
tujuan mencari keuntungan.
9
 
Berdasarkan fatwa DSN-MUI musyarakah adalah 
“pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak 
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa 
keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian akan 
di tanggung bersama secara proposional”10. 
Sedangkan menurut syara’ musyarakah adalah suatu akad 
antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja 
dengan tujuan memperoleh keuntungan. 
Syirkah atau musyarakah berarti akad kerjasama antara dua 
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 
pihak memberi kontribusi dana atau mall, dengan kesepakatan 
bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai 
kesepakatan.
11
 Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa syirkah adalah bentuk organisasi usaha yang mempunyai 
unsur-unsur: 
a. Perkongsian dua pihak atau lebih; 
b. Kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan 
materi; 
                                                          
9
 Ibid, hlm 202 
10
 Fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000 
11
 Muhammad Ridwan, Kontruksi Bank Syariah Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka SM, 
2007), hlm. 39 
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c. Pembagian laba atau rugi secara proposional sesuai 
dengan perjanjian; 
d. Tidak menyimpang dari ajaran Islam;12 
Dalam kehidupan Syirkah sendiri terdapat keuntungan yang 
terdapat dalam kerjasama tersebut, antara lain: 
a. Bisa mempunyai koneksi di antara para pihak yang 
melakukan kerjasama. 
b. Modal dan aset dapat bertambah.13 
c. Margin atau keuntungan dapat dibagi sesuai dengan 
kebutuhan dan kesepakatan.
14
 
Tetapi, adakalanya yang namanya bisnis stau usaha itu pasti 
penuh dengan resiko. Apalagi berserikat dengan orang lain. 
Resiko-resiko tersebut adalah: 
a. Apabila ada wanprestasi diantara mitra yang 
bekerjasama. 
b. Terdapat perjanjian yang disembunyikan atau perjanjian 
baku, sehingga ketika ada sengketa sulit untuk 
diselesaikan
15
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 Dr. Siah Khosyi’ah, M.Ag.,Fiqh Muamalah Perbandingan,…, hlm 202 
13
 Fahmi, Fahrurrodzi, Akad Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Perbankan 
Syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (POJK) Kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 
Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
2018, hlm 29 
14
 Ibid, hlm 29 
15
 Mahmudatus Sa’diyah dan Nur Aziroh, Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan 
Syariah, Jurnal Equilibrium, Vol. II, No. 2, (Desember, 2014), hlm 314-316 
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Secara garis besar musyarakah dikategorikan menjadi dua 
jenis yaitu, musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak) dan 
musyarakah akad (syirkah al ‘aqd).  
a. Syirkah al amlak atau milik adalah kebersamaan 
kepemilikan dua orang atau lebih yang memiliki harrta 
bersama tanpa melalui atau didahului oleh aqad 
syirkah,
16
 Syirkah ini tercipta karena adanya warisan, 
wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan 
pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. 
Kepemilikan dua orang atau lebih dalam Musyarakah 
ini berbagi dalam sebuah modal nyata, dan berbagi pula 
dari keuntungan yang dihasilkan oleh modal tersebut.
17
 
Bisa dikatakan bahwa Syirkah tersebut tidak 
membutuhkan suatu kontrak, melaikan terjadi dengan 
sendirinya. Syirkah dalam bentuk ini terbagi menjadi 
dua, yaitu: 
b. Syirkah Al-Amlak Ikhtiyar 
Syirkah ini maksudnya adalah perserikatan 
berdasarkan pilhan orang yang berserikat, artinya 
perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang 
yang bersrikat, terjadinya al-amlak ikhtiyar seperti dua 
orang yang membeli barang atau ke dua-duanya 
                                                          
16
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Radar Jaya Pratama, 2000), hlm 167 
17
 Sofiniyah Ghufron, Brief Case Book Edukasi Profisional Syariah, Cara Mudah 
Memahami Akad-Akad Syariah, (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2005), hlm 44 
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menerima suatu barang yang dihadiahkan kepada 
mereka maupun yang di wasiatkan kepada mereka. 
Dalam hal ini barang yang dibeli, dihadiahkan atau 
diwasiatkan tersebut menjadi barang kongsi antara 
mereka berdua.
18
 
Bisa juga, kerjasama dalam akad ini terjadi secara 
otomatis tetapi bebas. Otomatis dalam arti tidak 
memerlukan suatu perjanjian atau akad dalam 
pembentukannya, sedangkan bebas artinya terdapat 
pilihan untuk menolak dari satu pihak. Seperti dua 
orang yang bersepakat membeli suatu barang atau 
mereka menerima hibah, wasiat atau waqaf orang lain.
19
 
c. Al-Amlak Jabar (tanpa pilihan) 
Adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua 
orang atau lebih, tanpa kehendak dari mereka. Artinya 
kerjasama itu terjadi karena paksa, bukan atas dasar 
kehendak orang yang berserikat, seperti harta warisan 
yang mereka terima dari orang-orang yang telah 
meninggal dunia. Dalam hal ini, ahli waris tidak 
memliki pilihan untuk tidak menerima warisan tersebut, 
                                                          
18
 Doddy Efyandana, Aplikasi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus 
BPRS Wakalumi Ciputat, Tangerang), Skripsi, 2012, Jurusan Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah, 
hlm. 18 
19
 Ibid, hlm. 18 
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maka harta itu menjadi milik bersama orang-orang yang 
menerima harta warisan.
20
 
Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara 
kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap 
orang dari mereka memberikan kontribusi modal dan sepakat 
berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi 
menjadi empat, antara lain:
21
  
a. Syirkah al ‘inan yaitu dua orang bermitra dalam suatu 
urusan yang tertentu, tidak didalam seluruh harta 
mereka, misalnya bermitra dalam membeli suatu 
barang. Hukum tersebut disepakati mujtahid dan 
dibolehkan.
22
 Pada bentuk syirkah al-inan tidak 
disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, 
pembagian keuntungan atau pekerjaan. Apabila mereka 
megalami kerugian tersebut harus ditanggung bersama 
berdasarkan prosentase modal yang diinvestasikan.
23
 
b. Syirkah al mufawadhah, bahwa para pihak haruslah 
yang sudah dewasa, dana dari masing-masing pihak 
yang ditanamkan dalam usaha harus sama jumlahnya, 
masing-masing kemampuan dari mitra untuk 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat,…, hlm. 167 
21
 Sofiniyah Ghufron, Brief Case Book Edukasi Profisional Syariah, Cara Mudah 
Memahami Akad-Akad Syariah, (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2005), hlm 39 
22
 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan 
Antar Madzab), (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 389 
23
 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Teras, 2011),hlm.  107 
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mengemban tanggung jawab dan menerima pembagian 
keuntungan dan memikul kerugian harus sama, masing-
masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk 
bertindak. 
c. Syirkah al a’maal juga disebut syirkah abdan yaitu 
kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki profesi 
sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. 
d. Syirkah Wujuh  yaitu kerjasama antara dua orang atau 
lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya 
modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara 
sesame mereka. 
1. Landasan Hukum Musyarakah 
Dasar hukum musyarakah pada dasarnya berdasarkan pada 
Al-Qur’an, Assunah, dan ijma’. Di dalam Al-Qur’an dasar hukum 
dari musyarakah sendiri adalah Q.S An-Nisa : 12, Q.S Sad : 24.  
…..                    
Artinya: …Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 
sepertiga itu,
24
  
Dalam ayat ini maksud dari bersekutu dalam yang 
sepertiga itu adalah bahwa ahli waris (saudara laki-laki dan 
                                                          
24
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pustaka Agung 
Harapan, 2006), hlm 102. 
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perempuan yang lebih dari dua orang) menerima sepertiga bagian 
untuk dibagikan secara bersama. Jadi, mereka membagi warisan 
tersebut secara adil. 
…                  
                ... 
    
Artinya: Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu 
berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan;
25
 
 Ayat-ayat diatas mengindikasikan persetujuan Allah SWT 
terhadap adanya perkongsian dalam kepemilikan harta. Akan 
tetapi, perkongsian yang terdapat dalam Q.S An-Nisa : 12 terjadi 
secara otomatis (Ijhar) karena kewarisan, sementara yang terdapat 
dalam Q.S Sad : 24, perkongsian tercipta berdasarkan akad 
(ikhtiyar).
26
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pustaka Agung 
Harapan, 2006), hlm 650. 
26
 Dr. Siah Khosyi’ah, M.Ag.,Fiqh Muamalah Perbandingan,…, hlm 203 
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ره ىبا نعي الله نا ملسو هيلع الله لص الله لوسر لق : لاق ةر
هبحاص امهدحا نخي  ملام نيكرشلا تلاث انا لوقي امهدحأ ناخداف 
امهنيب نم تجرخ هبحاص )مكح وادوبا هاور(  
Dalam hadits riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah 
diinformasikan bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah 
berfirman: “Aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang ber-
syirkah, selama salah satu tidak berkhianat terhadap pihak yang 
lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang 
lainnya, Aku keluar dari syirkah tersebut”.27  
 Atas dasar ayat dan hadis di atas para ulama fiqh 
menyatakan bahwa akad asy-syirkah mempunyai landasan yang 
kuat dalam agama islam.
28
 
 Disamping itu, di Indonesia, Syirkah didasarkan juga pada 
fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-
undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Surat Berharga Syariah Negara/SBSN dan juga Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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 H. Maulana Hasanudin, H. Jaih Mubarik, Perkembangan Akad Musyarakah…, hlm, 49. 
28
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 167. 
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2. Rukun dan Syarat Musyarakah 
Oleh para ulama, rukun Syirkah diperselisihkan. Ulama 
Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya ijab dan qabul 
(sighat) karena ijab dan qobul lah yang mementukan adanya 
syirkah.  
Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun dari 
akad musyarakah terbagi menjadi tiga, diantaranya adalah: 
a. Pelaku akad (‘aq}}}idan) 
b. Objek akad, yakni modal atau mall, kerja atau dharabah dan 
keuntungan atau riba. (al-ma’qud ‘alaih) 
c. Ijab dan Qobul (Sighat) 
Ijab dan qobul merupakan ucapan yang keluar dari dua 
pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk 
melaksanakannya.
29
 
 
Syarat musyarakah 
Adapun syarat-syarat Musyarakah itu terdiri dari, antara 
lain adalah: 
a. Ucapan: tidak ada bentuk khusus dari kontrak 
musyarakah, ia dapat berbentuk pengucapan yang 
menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika 
                                                          
29
 Zahrotul Mujahidah, “Analisis Penerepan akad  Musyarakah dalam Perspektif fatwa 
DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Madiun”, Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
IAIN Surakarta. Surakarta. 2018. hlm. 35 
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diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak 
dicatatat dan disaksikan. 
b. Pihak yang berkontrak disyaratkan harus kompeten 
dalam memberikan dan diberikan kekuasaan 
perwakilan. 
c. Objek kontrak (dana dan kerja ) yang diberikan 
harus tunai. 
 
3. Berakhirnya Musyarakah  
Musyarakah sendiri adalah suatu perjanjian atau akad 
kerjasama atau perkongsian yang di antara semua mitranya 
memberikan kontribusi dana. Namun, dalam suatu ikatan 
perjanjian pasti tidak berjalan lurus sesuai dengan apa yang di 
inginkan. Ada hal-hal yang mengakibatkan suatu perjaanjian 
tersebut berakhir. Adapun hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya 
suatu akad Musyarakah, antara lain: 
a. Salah satu pihak telah mencabut membatalkan akad 
meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya. 
b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertasharruf 
(keahlian mengelola harta), misalnya gila.
30
 
c. Salah satu mitra meninggal dunia.31 
d. Salah satu pihak murtad32 
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 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 133. 
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 Dr. Siah Khosyi’ah, M.Ag.,Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 
2014), hlm 212 
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e. Modal mengalami kerugian atau pailit.33 
Secara khusus terdapat pembatalan dalam musyarakah, yaitu: 
a. Rusaknya harta dalam musyarakah. 
Apabila harta musyarakah rusak, baik rusak seluruhnya 
atau salah seorang sebelum dibelanjakan, maka perkongsian 
batal. Hal ini terjadi pada syirkah amwal. 
 
 
 
b. Tidak adanya kesamaan modal. 
Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah 
muwafadhah pada awal transaksi, maka perkongsian batal, 
karena itu merupakan syarat transaksi muwafadhah.
34
  
Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian dapat 
hapus/diakhir karena:
35
 
a. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka 
waktu tertentu. Apabila jangka waktu telah berlalu, maka 
secara substantif perjanjian tersebut telah berakhir. 
b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu 
perjanjian.
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c. Salah satu pihak meninggal dunia. 
d. Diantara pihak menyatakan menghentikan perjanjian. 
e. Karena keputusan hakim. 
f. Tujuan perjanjian telah tercapai atau dilaksanakannya objek 
perjanjian atau prestasi, dan dengan persetujuan. 
 
 
 
A. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
Musyarakah 
Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
musyarakah. Disini akan penulis jelaskan mengenai maksud atau 
deskripsi dari Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Mengenai 
pembiayaan Musyarakah ada beberapa ketentuan antara lain: 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). Artinya pada saat proses transaksi akad haus 
pihak-pihak yang berkontribusi sendiri yang melakukan akad 
Musyarakah tersebut, dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). Maksudnya adalah 
pada saat proses pengajuan pembiayaan musyarakah dan 
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peneimaan dana tambahan dari pihak BMT harus sudah 
jelas menunjukkan apa maksud dan tujuan akad tersebut. 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
Ini artinya saat pengajuan dana tambahan atau kerjasama 
musyarakah dan diterimanya atau di ACCnya permohonan 
akad tersebut dilakukan pada saat kontrak, bukan dilain hari 
atau dilain waktu. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, 
atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
Artinya kontrak atau perjanjian tersebut disepakati secara 
tertulis oleh masing-masing mitra atau menggunakan cara-
cara modern yang lainnya. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 
memperhatikan hal-hal beriut: 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. Artinya setiap pihak yang berkontrak itu 
berwewenang dan berkuasa dalam hal memberi maupun 
diberikan kewenangan untuk mengurus suatu hal yang 
dijadikan usaha dalam akad musyarakah. 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan 
setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Artinya 
setiap pihak-pihak yang berakad atau berkontrak wajib 
memberikan kontribusi dana atau modal untuk usaha dan 
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wajib melakukan pekerjaannya atau tugasnya. Kalaupun 
pihak yang satu tidak bisa berkontribusi dalam hal kerja 
maka harus menunjuk salah satu pihak yang dipercaya 
untuk melakukannya sebagai wakil dari pihak tersebut.  
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset Musyarakah 
dalam proses bisnis normal. Artinya setiap pihak-pihak 
yang kontrak itu mempunyai hak untuk mengatur setiap 
hak-hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan 
kerjasama musyarakah dalam suatu proses bisnis atau 
usaha. 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain 
untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah 
diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah 
dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa 
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Artinya 
setiap pihak-pihak yang berkontrak memberi kekuasaan 
kepada pihak yang lain untuk mengelola atau mengatur 
suatu hak-hak yang dapat digunakan dalam operasi 
perusahaan, dan masing-masing dari pihak yang berkontrak 
tersebut dianggap telah diberi kekuasaan untuk melakukan 
suatu hal yang berhubungan dengan musyarakah dengan 
memperhatikan kepentingan pihak mitra lainnya dan tidak 
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boleh melakukan suatu kelalaian dan suatu kesalahan yang 
disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 
Artinya pihak yang berkontrak tidak diperbolehkan untuk 
menggunakan atau menginvestasikan modal yang hanya 
digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa 
mempertimbangkan kepentingan perusahaan. 
 
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
a. Modal  
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, 
atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset 
perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan 
sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih 
dahulu dinilai dengan uang tunai dan di sepakati oleh 
para mitra. Maksudnya adalah modal yang diberikan 
oleh pihak BMT harus beupa uang tunai, emas, perak 
atau barang yang nilainya sama. Dan apabila modal 
tersebut berbentuk aset maka harus dinilai terlebih 
dahulu dengan uang tunai dan disepakati oleh pihak-
pihak yang berkontribusi. 
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2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal 
musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar 
kesepakatan. Artinya para pihak yang berkontrak tidak 
boleh menggunakan modal untuk kepentingan pribadi 
atau yang lainnya tanpa izin dari pihak yang lain. 
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak 
ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Disini 
jaminan hanya untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu 
penyimpangan pada mitra yang mengajukan 
permohonan musyarakah. 
b. Kerja 
1) Partispasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi 
kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 
tambahan bagi dirinya. 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah 
atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan 
masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan 
dalam kontrak. 
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c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus di kuantifikasi dengan jelas untuk 
menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu 
alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. 
Maksudnya adalah pembagian keuntungan untuk setiap 
pihak yang berkontrak harus dihitung dengan jelas 
dengan tujuan untuk menghindari perbedaan dan 
adanya sengketa atau perselisihan pada waktu 
penentuan besarnya keuntungan dan penghentian akad 
musyarakah tersebut. 
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 
proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak 
ada jumlah yang di tentukan di awal yang di tetapkan 
bagi seorang mitra. Maksudnya setiap hasil keuntungan 
masing-masing pihak yang berkontrak itu harus 
dibagikan sesuai dengan porsi yang disepakati pada 
awal berkontrak  tanpa adanya kecurangan atau 
dikurangi oleh pihak lainnya. 
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika 
keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau 
prosentase itu diberikan kepadanya. Maksudnya salah 
satu pihak itu boleh memberikan pendapat bahwa 
keuntungannya itu melebihi suatu jumlah tertentu atau 
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lebih dari prosentase yang disepakati sebelum 
dilakukannya kesepakatan berkontrak. 
d. Kerugian 
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara 
proposional menurut saham masing-masing dalam modal.
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Artinya apabila terjadi kerugian pada suatu perusahaan 
pembiayaan musyarakah porsi kerugian tersebut dibagi sesuai 
dengan modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang 
berkontrak. 
4. Biaya Operasional dan Persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Artinya 
biaya operasional atau biaya jalannya perusahan atau usaha 
itu dibebankan pada masing-masing pihak yang berakad 
sesuai dengan modal yang ada. 
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Artinya ada kesepakatan antara masing-masing pihak 
apabila suatu saat terjadi perselelisihan atau wanprestasi 
untuk menyelesaikan perkaranya tersebut melalui jalur apa 
dan bagaiamana. 
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BAB III 
PELAKSANAAN OBJEK AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA 
BMT SURYA DANA MAKMUR KLATEN 
 
Pada bab tiga ini penulis akan menjelaskan mengenai penerapan objek 
akad pembiayaan Musyarakah di BMT Surya Dana Makmur Klaten, yang mana 
akan dijelaskan mengenai yang pertama, gambaran umum BMT Surya Dana 
makmur, yang kedua, prosedur transaksi akad pembiayaan musyarakah di BMT 
Surya Dana Makmur Klaten dan yang ketiga, mengenai pelaksanaan objek akad 
pembiayaan musyarakah di BMT Surya Dana Makmur Klaten. 
 
A. Gambaran Umum BMT Surya Dana Makmur 
Pada sub bab yang menjelaskan mengenai gambaran umum BMT 
Surya Dana Makmur ini terdiri dari antara lain adalah sejarah berdirinya 
BMT Surya Dana Makmur Klaten, Visi dan Misi, struktur organisasi dan 
tugas, serta produk-produk yang ada di BMT Surya Dana Makmur Klaten. 
 
1. Sejarah berdirinya BMT Surya Dana Makmur 
Koperasi BMT Surya Dana Makmur yang berdiri sejak 12 Agustus 
tahun 2007 adalah merupakan lembaga keuangan yang berpola 
mu‟amalah syariah yang mengajak masyarakat untuk menjauhi riba. 
Kantor BMT Surya Dana Makmur bertempat di Jl. Jatinom-Boyolali 
Km. 6, Tulung Klaten. Koperasi KSU BMT Surya Dana Makmur 
terdiri atas empat unit usaha, yaitu unit usaha simpan pinjam (Simpin), 
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Unit Pengadaan Kebutuhan Pokok,  Unit Usaha Perdagangan, dan  
Unit Jasa (Air kemasan dengan merk produknya yaitu air sehat cokro 
Tulung). Namun sampai tahun 2018 hanya usaha simpan pinjam yang 
masih bertahan, sedangkan ketiga jenis usaha yang lain tidak bertahan 
lama. 
Koperasi BMT Surya Dana Makmur melihat kenyataan bahwa 
masih banyak kalangan pengusaha dan pelaku ekonomi menengah ke 
bawah yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan yang 
dapat memberikan pembiayaan tambahan modal untuk 
mengembangkan usaha-usahanya. Akibatnya, maka tidak sedikit 
masyarakat yang terjerat hutang kepada rentenir, karena itulah maka 
unit simpan pinjam berkembang lebih pesat dibandingkan dengan unit 
usaha riil yang lain (perdagangan, kebutuhan pokok dan Jasa).  
Kondisi inilah yang mendorong Koperasi BMT Surya Dana Makmur 
untukhadir dan membantu masyarakat agar tidak lagi bergantung pada 
pinjaman yang diberikan oleh rentenir.  
Koperasi BMT Surya Dana Makmur sebenarnya juga menghimpun 
dana ZIS (Zakat, Infaq dan shodaqoh) dari para Aqnia‟ untuk 
disalurkan kepada pihak yang berhak menerima melalui program-
program diantaranya; pembiayaan Qordhul Hasan/pembiayaan tanpa 
bagi hasil, bantuan proposal kegiatan khususnya kegiatan dakwah 
keislaman, beasiswa pendidikan untuk sekolah/madrasah, dan layanan 
kesehatan. Namun mengingat bahwa telah terdapat beberapa lembaga 
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yang fokus dalam penghimpunan dan pengumpulan dana ZIS di 
wilayah setempat, maka Koperasi BMT Surya Dana Makmur tidak 
melakukan aksi-aksi penghimpunan ZIS secara massif dengan 
memberikan peran-peran tersebut kepada lembaga „Amil yang lain. 
Tujuan didirikannya Koperasi BMT Surya Dana Makmur adalah 
dalam rangka pemberdayaan umat, lebih khusus dalam bidang 
ekonomi sehingga koperasi ikut berperan dalam menggerakkan 
ekonomi umat dan masyarakat serta membudayakan sikap kemandirian 
dalam berusaha. Koperasi BMT Surya Dana makmur mengharapkan 
anggotanya memiliki kepedulian terhadap anggota masyarakat lain 
yang memiliki tingkat ekonomi atau taraf hidup rendah. 
Hal pertama yang menjadi target program koperasi BMT Surya 
Dana Makmur adalah merekrut anggota masyarakat yang dianggap 
sukses secara ekonomi untuk diajak bergabung menjadi anggota 
pendiri dan berpartisipasi dalam penyertaan modal. Selanjutnya juga 
melibatkan anggota masyarakat yang sedang dalam masa perintisan 
dan pengembangan usaha, yang akhirnya menjadi anggota sukses dan 
nantinya anggota sukses tersebut diharapkan berperan sebagai 
deposan/ penabung/ penyerta modal. Siklus ini berjalan 
berkesinambugan sehingga mampu mengangkat taraf hidup 
masyarakat secara keseluruhan.
1
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 Dokumentasi Pribadi BMT Surya Dana Makmur Klaten, Diberikan oleh Ibu Nilam 
Febriantika, S.Pd selaku admin pembiayaan, Pada tanggal 14 November 2018. 
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2. Visi, Misi 
Adapun dari Visi BMT Surya Dana Makmur Klaten  adalah sebagai 
berikut : 
“Menjadi lembaga keuangan syariah mikro yang terpercaya dan 
professional”2 
Dan adapun Misi BMT Surya Dana Makmur Klaten  adalah sebagai 
berikut :  
a. Membebaskan masyarakat dari praktik keuangan sistem riba dan 
jeratan lintah darat. 
b. Mendorong pengusaha kecil untuk lebih memacu usaha dan 
bersikap mandiri. 
c. Memasyarakatkan system Syariah melalui dakwah dan praktek. 
d. Membantu masyarakat ekonomi lemah melalui pembiayaan tanpa 
bagi hasil, beasiswa  pendidikan dll. 
 
3. Struktur Organisasi dan Tugas 
Adapun struktur organisasi dan tugas ini terdiri dari kepengurusan, 
pengawas dan pengelola. Yang mana pada kepengurusan terdiri atas 
ketua, wakil ketua, sekertaris dan bendahara. Pada bagian pengawas 
terdiri atas ketua yang sekaligus merangkap sebagai pengawas 
manajemen, anggota pengawas finansial, dan anggota pengawas 
syariah. Sedangkan bagian pengelola terdiri atas manajer, teller dan 
                                                          
2
 Ibid,  
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pembukuan, CS dan admin, remidial dan surveyor, koordinator 
marketing, dan juga marketing. 
Kepengurusan   
Ketua   : Subagyo, S.H 
Wakil Ketua  : H. Haji Basuna 
Sekretaris   : Drs. H. Sayono 
Bendahara   : H. Suyatno 
Pengawas   
Ketua merangkap Pengawas Manajemen : Ir. H. Nasikun Alkoentjara 
Anggota Pengawas Finansial  : Ir. H. Much Rosyad 
Anggota Pengawas Syariah  : H. Muhson Hadi, S.Pd.I 
Pengelola   
Manajer    : Nur Salim, S.Si., M.E 
Teller dan Pembukuan : Dwi Utami Wahyuningsih, A.Md 
CS dan Admin  : Nilam Febriantika, S.Pd 
Remidial dan Surveyor : Min Ba’di 
Koordinator Marketing : Yuli Aryani, A.Md  
Marketing   : Fitri Nur Hidhayati 
       Ambar Setyowati 
       Hidayah Khoirunnisa
3
 
 
 
                                                          
3
 Dokumentasi Pribadi BMT Surya Dana Makmur Klaten, Diberikan oleh Ibu Nilam 
Febriantika, S.Pd selaku admin pembiayaan, Pada tanggal 14 November 2018. 
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4. Produk-produk BMT Surya Dana Makmur 
a. Simpanan 
1) Simpanan Wadi’ah 
Simpanan yang dapat di ambil setiap saat pada jam kerja, 
yaitu pukul 08.00 – 14.00 WIB. Dengan memiliki uang Rp. 
20.000,00 sudah dapat membuka rekening simpanan Wadi’ah.   
2) Simpanan Qurban (Si Qur) 
Simpanan ini khusus untuk menyiapkan dana pelaksanaan 
Qurban dan pengambilannya pada bulan Dzulhijjah. Setorannya 
sesuai dengan program yang di adakan tiap tahunnya. 
3) Simpanan  Pendidikan (Si Dik) 
Simpanan untuk persiapan biaya sekolah. Simpanan ini 
dapat diambil pada saat Tahun Ajaran Baru/saat pembayaran 
sekolah. 
4) Simpanan  Idul Fitri (Si Fitri) 
Simpanan ini di persiapkan untuk menyambut Hari Raya 
Idul Fitri / Lebaran. Pengambilan dapat dilakukan di pertengahan 
bulan Ramadhan. Setorannya sesuai dengan program yang di 
adakan setiap tahunnya. 
5) Simpanan Walimahan (si Wali) 
Simpanan yang dipersiapkan untuk pelaksanaan walimatul 
‘Ursy/Pernikahan. Setoran awalnya mulai Rp. 20.000,00 dan 
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pengambilannya bisa dilakukan satu bulan sebelum walimatul di 
lakukan. 
6) Simpanan Haji (Si Haji) 
Simpanan ini di lakukan untuk menyiapkan pembiayaan 
pelaksanaan Ibadah Haji. Setorannya sesuai dengan program yang 
di adakan setiap tahunnya. 
7) Simpanan Berjangka/Deposito (Si Ka) 
Simpanan ini merupakan simpanan yang pengambilannya 
sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah di tentukan. 
Nominalnya minimal Rp. 10.000.000,00 dengan jangka waktu 
minimal 6 bulan. 
b. Pembiayaan 
1) Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga beli 
ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara anggota 
sebagai pembeli dengan BMT selaku penjual barang. Pembayaran 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. 
2) Pembiayaan Mudharobah 
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan 
kesepakatan awal. BMT bertindak sebagai pemilik modal dan 
anggota sebagai pelaku usaha. 
3) Pembiayaan Musyarokah 
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Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, porsinya disesuaikan 
dengan porsi penyertaan. Sistem ini cocok bagi yang ingin 
mengembangkan usaha tapi memiliki kekurangan dana. 
4) Pembiayaan Ijaroh 
Pembiayaan dengan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini 
ditujukan untuk anda yang ingin menambah asset dengan cara 
menyewa yang pada akhirnya terjadi pengalihan kepemilikan asset 
BMT ke anggota. 
c. Arisan 
1) Aristadana 6 
Arisan tabungan Surya Dana diperuntukka nasabah yang 
mau menyimpan dana sambil arisan. Program ini dilakukan setiap 
tanggal 6 selama 25 bulan dalam setiap periodenya. Setiap akhir 
periode atau pada bulan ke-25, maka peserta yang keluar namanya 
pada saat undian akan mendapatkan grandprize berupa hadiah 
sepeda motor matic. Setoran untuk per namanya Rp. 100.000,00. 
Adapun hadiah-hadiah lainnya yang di dapatkan peserta per 5 
bulan sekali, seperti kompor, magic com, blender, dispenser, dan 
lain-lain.  
2) Aristadana 16 
Arisan tabungan Surya Dana diperuntukka nasabah yang 
mau menyimpan dana sambil arisan. Program ini dilakukan setiap 
tanggal 16 selama 25 bulan dalam setiap periodenya. Setiap akhir 
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periode atau pada bulan ke-25, maka peserta yang keluar namanya 
pada saat undian akan mendapatkan grandprize berupa hadiah 
sepeda motor matic. Setoran untuk per namanya Rp. 100.000,00. 
Adapun hadiah-hadiah lainnya yang di dapatkan peserta per 5 
bulan sekali, seperti kompor, magic com, blender, dispenser, dan 
lain-lain.  
 
B. Prosedur Transaksi Akad Pembiayaan Musyarakah 
Musyarakah merupakan akad pembiayaan dengan prinsip bagi 
hasil, yang mana porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan. Sistem ini 
cocok bagi yang ingin mengembangkan usaha tapi memiliki kekurangan 
dana. Dimana pihak BMT sebagai mitra kerja memberikan tambahan 
modal kepada sipemilik usaha sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan ini 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak BMT dengan 
mitra.  
1. Prosedur Pembiayaan Musyarakah 
Musyarakah merupakan akad pembiayaan yang dilakukan dengan 
cara memberikan tambahan modal atau dana kepada mitra. Kemudian 
mitra memberikan bagi hasil atas keuntungan usahanya. Adapun 
proses pembiayaannya, antara lain:
4
 
a. Petugas layanan mitra (customer service) menjelaskan pembiayaan 
musyarakah kepada calon mitra yang mengajukan permohonan 
                                                          
4
 Wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku Manager BMT Surya Dana Makmur 
Klaten 
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pembiayaan. Pemohon harus sudah menjadi anggota Koperasi 
(membayar simpanan pokok dan simpanan pokok wajib) di BMT. 
Mitra yang belum memiliki rekening simpanan pokok dan 
simpanan wajib maka harus membuka rekening terlebih dahulu 
dengan mengisi formulir permohonan menjadi anggota koperasi 
yang telah disediakan dan menyertakan lampiran foto copy KTP 
atau kartu identitas lain yang berlaku.
5
 
b. Petugas layanan mitra akan mewawancarai calon mitra terkait 
kebutuhan atau keperluannya, berdasarkan hasil wawancara 
tersebut, maka petugas  layanan mitra akan merekomendasikan dan 
mengarahkan kepada akad syariah yang sesuai dengan 
kebutuhannya.
6
 
c. Selanjutnya calon mitra diminta mengisi dan melengkapi form 
permohonan pembiayaan musyarakah yang telah disediakan oleh 
pihak BMT dan menyiapkan persyaratan antara lain:
7
  
1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan musyarakah,  
2) Menyerahkan foto copy KTP suami/istri yang masih berlaku, 
3) Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga dan surat nikah 
4) Menyerahkan foto copy jaminan/agunan, serta; 
5) Mengisi kesediaan yaitu bersedia dianalisis dan disurvei, 
formulir pengajuan diketahui RT/RW atau takmir Masjid dan 
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pengurus pengajian/ta’lim setempat, bersedia membuka dan 
membayar simpanan pokok dan simpanan wajib setelah di 
ACC, bersedia untuk dicek dan dikontrol setelah pencairan,  
6) Semua persyaratan dimasukkan kedalam map. 
d. Petugas bagian surveyor menerima berkas pengajuan yang sudah 
lengkap dari petugas bagian layanan mitra, petugas layanan mitra 
memberikan catatan penting terkait pengajuan mitra tersebut yang 
berisi informasi terkait; nama dan alamat, jenis usaha calon mitra, 
nominal kebutuhan dana, jenis agunan dan catatan lain yang 
dibutuhkan untuk kebutuhan survey on the spot.
8
 
e. Petugas survey melakukan kontak dan komunikasi dengan calon 
mitra untuk menyepakati jadwal kunjungan on the spot yaitu 
ketempat tinggal calon mitra, tempat usaha dan melihat fisik 
agunan yang diajukan.
9
 
f. Calon mitra menerangkan secara terbuka, jujur dan jelas mengenai 
usaha yang dijalani dan menjelaskan mengenai nominal kebutuhan 
tambahan modalnya beserta rincian peruntukannya kepada pihak 
BMT yang diwakili oleh petugas survey untuk menjadi bahan 
pertimbangan dalam menentukan prosentase keuntungan maupun 
kerugiannya.
10
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g. Petugas survei BMT menjelaskan dan menegaskan mengenai 
mekanisme pembiayaan musyarakah, cara penghitungan 
prosentase keuntungan dan kerugian yang akan disepakati, jangka 
waktu dan cara pembayarannya termasuk adanya kemungkinan 
risiko kerugian dan faktor penyebab kerugian yang bisa diterima 
oleh BMT. Petugas BMT mensimulasikan kartu anggota 
pembiayaan musyarakah oleh mitra dengan menggunakan 
system.
11
   
h. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak survei BMT dengan mitra 
mengenai prosentase keuntungan maupun kerugian yang 
disepakati, maka petugas survei akan melaporkan hasil surveinya 
kepada Pimpinan pengambil keputusan/manajer dalam rapat 
komite pembiayaan.
12
 
i. Terhadap hasil survei yang dilakukan oleh petugas survei, maka 
terdapat salah satu keputusan dari  3 (tiga) opsi keputusan berikut: 
Pertama, apabila hasil survei dan kesepakatan antara petugas 
survei dan calon mitra disetujui oleh manajer dalam rapat komite 
pembiayaan maka diagendakan jadwal dropping pencairan oleh 
petugas layanan mitra berkoordinasi dengan teller/kasir. 
Mekanismenya yaitu minimal satu hari sebelum hari H dropping 
petugas layanan mitra akan mengabarkan hasil keputusan komite 
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pembiayaan dan jadwal dropping berikut hari, tanggal dan jam 
pelaksannan dropping kepada calon mitra untuk memperoleh 
kesepakatan waktu pelaksannan droppingnya. Kedua, namun 
apabila hasil survei berdasarkan rapat komite dianggap belum 
lengkap atau ada yang kurang, maka petugas survei akan 
mengagendakan survei ulang dengan calon mitra untuk melengkapi 
data yang dibutuhkan oleh Komite Pembiayaan. Selanjutnya hasil 
survei akan dilaporkan kembali oleh petugas survei kepada 
Manajer dalam rapat komite pembiayaan, dan akan diambil 
keputusan kembali dengan pilihan salah satu dari ketiga opsi ini. 
Ketiga, apabila keputusan manajer dalam rapat komite menolak 
pengajuan calon mitra, maka petugas layanan mitra akan 
mengabarkan hasil keputusan tersebut kepada calon mitra melalui 
sms/telefon.
13
 
j. Apabila pengajuan calon mitra disetujui, maka petugas layanan 
mitra akan menyiapkan akad musyarakah, bukti serah terima 
jaminan, kwitansi penyerahan uang dan perlengkapan administrasi 
lain yang dibutuhkan untuk keperluan dropping.
14
 
k. Pada hari H yang telah disepakati terjadilah transaksi pembiayaan 
musyarakah antara BMT dengan mitra, dimana pihak BMT 
diwakili oleh petugas layanan mitra sedangkan Pihak Mitra 
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diwakili yang bersangkutan didampingi suami/istri. 
Mekanismenya: 
Pertama, Petugas layanan mitra BMT mengucapkan salam dan 
memverifikasi kesesuaian antara kartu identitas dengan calon mitra 
yang hadir.
15
 
Kedua, petugas layanan mitra BMT menerima agunan asli serta 
mengkonfirmasi poin-poin akad yang akan ditandatangani dan 
menkonfirmasi persetujuan calon mitra atas poin-poin akad 
tersebut, apabila ada poin yang keberatan maka poin keberatan 
tersebut akan dibicarakan untuk mendapatkan persetujuan dan 
kesepakatan terlebih dahulu bersama antara manajer BMT dengan 
calon mitra. 
Ketiga, petugas layanan mitra BMT membacakan isi akad 
pembiayaan secara jelas dan lengkap, mitra dan saksi menyatakan 
persetujuannya dan menandatangani form akad dan lain-lain yang 
membutuhkan tanda tangan. 
Keempat, petugas layanan mitra menyerahkan berkas lengkap yang 
sudah ditandatangani kepada petugas teller. 
Kelima, petugas teller menerima berkas dan menyerahkan uang 
pembiayaan tambahan modal atau dana yang dibutuhkan oleh mitra 
sesuai dengan nominal diakad. 
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2. Proses Pembiayaan Musyarakah 
Diantara produk yang ditawarkan oleh BMT Surya Dana makmur 
yang paling cocok untuk yang ingin mengembangkan usaha tapi masih 
membutuhkan tambahan modal atau dana yaitu pembiayaan 
musyarakah. Adapun proses yang harus ditempuh dalam melakukan 
pembiayaan musyarakah tersebut adalah sebagai berikut:
16
 
a. Persyaratan 
Pihak BMT yang diwakili petugas layanan mitra (customer 
service) menjelaskan produk pembiayaan musyarakah kepada 
mitra yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan. Nasabah 
mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas 
persyaratan yang harus dilampirkan.  
Lalu mitra bersedia dianalisis dan di survei, bersedia membuka 
rekening setelah permohonan di terima atau di ACC, bersedia 
untuk dicek atau dikontrol setelah modal diberikan, kemudian 
semua persyaratan dimasukan kedalam map. 
Petugas survey BMT menerima form permohonan 
pembiayaan dari petugas layanan mitra, dan memeriksa 
kelengkapan persyaratan. Penjelasan mengenai prosedur ini 
dimulai dari pengajuan sampai dengan dilakukannya dropping 
secara detail dan lengkap telah dijelaskan dalam bab prosedur 
diatas. 
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b. Analisa Pembiayaan 
Analisa ini digunakan untuk penentuan calon mitra yang 
potensial. Analisa awal dilakukan oleh Manajer, mitra yang 
potensial berasal dari mitra pembiayaan yang sudah mengajukan 
permohonan. Petugas BMT Surya Dana Makmur yang melihat 
usaha-usaha mitra yang potensial untuk dikembangkan. Informasi 
nasabah potensial diperoleh dari pengecekan dari profil mitra di 
sistem. 
Petugas survei melakukan kunjungan ke usaha calon mitra 
pembiayaan. Adapun informasi yang dikumpulkan dari survei 
usaha meliputi: data usaha (filosofi usaha, sasaran yang dicapai, 
rencana jangka pendek, menengah dan panjang, para pendiri, 
pemegang saham, jumlah karyawan, kemampuan membayar) 
dilaporkan kepada Manajer BMT dalam Rapat Komite 
Pembiayaan.  
c. Pembuatan Laporan Hasil Survey 
Petugas survei sekaligus bertindak sebagai analis 
pembiayaan, melakukan persiapan analisa, pengumpulan informasi 
untuk persiapan analisa, baik yang bersifat umum maupun data 
yang bersifat khusus.
17
 
d. Analisa Setiap Aspek 
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Setelah mengetahui titik kritis, maka analisa dapat 
dilanjutkan ke setiap aspek calon debitur, seperti:
18
 
1) Aspek Yuridis 
Aspek ini berdasarkan pada status badan usaha dan 
kapasitas calon anggota pembiayaan secara hukum. 
2) Aspek Pemasaran 
Aspek pemasaran ini berdasarkan pada siklus hidup 
produksi, produk substitusi, competitor, daya beli masyarakat, 
program promosi, daerah pemasaran, faktor musim, 
managemen pemasaran, kontrak penjualan.
19
 
3) Aspek Teknis 
Aspek ini meliputi tentang lokasi usaha, fasilitas, mesin-
mesin, proses produksi efisiensi. 
4) Analisa Kualitatif 
Analisa kualilatif ini lebih menekankan kepada aspek 
kemauan membayar dari mitra. Hal ini mencakup kualitas 
karakter dan komitmen dari mitra BMT.
20
 
e. Surveyor 
Surveyor meneliti dan mempelajari kelengkapan data dan 
kebenaran atau keabsahan dokumen yang diserahkan oleh calon 
mitra kepada pihak BMT. Surveyour melakukan peninjauan 
                                                          
18
 Ibid,  
19
 Wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku Manager BMT Surya Dana Makmur 
Klaten 
20
 Ibid,  
58 
 
 
setempat untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-
barang, apakah sesuai dengan yang tercantum didalam berkas-
berkas dokumen yang ada dan yang dijelaskan oleh calon mitra 
pembiayaan musyarakah. Dalam hal surveyor melakukan analisa 
on the spot meliputi tempat tinggal, tempat usaha dan kondisi fisik 
agunan. 
 
C. Pelaksanaan Objek Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Surya Dana 
Makmur. 
Objek akad sendiri yang ada pada Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-
MUI/VI/2000 meliputi modal, kerja, keuntungan, kerugian. Objek ini 
sangat penting karena objek termasuk kedalam syarat musyarakah. Disini 
akan difokuskan pelaksanaan objek akad pembiayaan musyarakah di BMT 
Surya Dana Makmur Klaten berdasarkan pedoman Fatwa DSN MUI. Pada 
BMT Surya Dana Makmur pelaksanaan objek akadnya meliputi: 
1. Modal  
Modal sendiri adalah uang pokok yang digunakan dalam suatu 
usaha atau bisnis. Dalam hal ketentuan objek akad yang berupa modal 
di BMT Surya Dana Makmur  ada beberapa kriteria atau ketentuan, 
antara lain:
21
 
a. Modal yang diberikan oleh pihak BMT Surya Dana Makmur 
Klaten kepada mitra adalah berupa uang tunai. Uang tunai tersebut 
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diberikan kepada mitra setelah permohonan mitra di ACC oleh 
pihak BMT Surya Dana Makmur dan sesuai dengan alur prosedur 
pembiayaan musyarakah yang ada di BMT Surya Dana Makmur. 
b. Dalam hal modal pada dasarnya para pihak baik pihak mitra 
maupun pihak BMT Surya Dana Makmur tidak diperbolehkan 
untuk meminjamkan modal kepada orang lain tanpa kesepakatan 
pihak lainnya. Dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan 
pribadi salah satu pihak.  
c. Adanya jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. 
Jaminan ini digunakan untuk menantisipasi apabila ada salah satu 
mitra yang wanprestasi, jadi digunakan untuk menghindari adanya 
penyimpangan yang dilakukan oleh mitra pembiayaan 
musyarakah. Jaminan tersebut bisa suatu barang berharga yang 
dimiliki oleh mitra yang mengajukan pembiaayaan musyarakah 
ataupun barang milik orang lain asalkan telah mendapatkan 
persetujuan dari pemilik barang tersebut. Jaminan ini diberikan 
oleh calon mitra pembiayaan musyarakah yang diajukan. Jaminan 
sebagai sumber pembayaran kedua, apabila nasabah tersebut tidak 
dapat membayar angsuran maka termasuk dalam kredit macet 
pihak BMT dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. 
2. Kerja 
Kerja dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang 
berbeda, tidak harus sama atau dengan salah satu mitra memberi kuasa 
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kepada mitra kerja yang lainnya untuk mengelola usahanya tersebut. 
Kerja Mitra BMT lebih banyak dari pada porsi kerja pihak BMT. 
Karena porsi kerja juga disesuaikan dengan modal penyertaan yang 
diberikan. Dan tergantung pada nisbah yang disetujui di awal akad.  
3. Keuntungan 
Nisbah bagi hasil keuntungan disini adalah proses pembagian 
keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh mitra dengan 
pihak BMT Surya Dana Makmur Klaten. Sistem pembagian 
keuntungan terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan profit sharing dan 
revenue sharing. Pembagian keuntungan berdasarkan profit sharing 
adalah keuntungan yang diberikan sesudah hasil dikurangi beban-
beban untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Bisa dikatakan profit 
sharing merupakan pendapatan bersih karena sudah di kurangi dengan 
beban-beban yang di tanggung. Sedangkan sistem pembagian 
keuntungan berdasarkan revenue sharing adalah pembagian 
keuntungan yang mana pendapatan yang belum dikurangi beban-
beban, bisa dikatakan sebagai pendapatan kotor. 
Pada dasarnya, proses pembagian keuntungan di BMT Surya 
Dana Makmur Klaten pada saat akad berlangsung sudah dikuantifikasi 
dan ditentukan dengan jelas mengenai keuntungannya yaitu sesuai 
dengan kontribusi modal atau dana yang diberikan. Keuntungan ini 
ditetapkan melalui kesepakatan antara pihak BMT Surya Dana 
Makmur dengan mitra. Dalam hal ini para fuqaha membuat kaidah 
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bahwa prosentase pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi 
berdasarkan perbandingan jumlah modal yang diberikan oleh masing-
masing pihak.  
Metode penghitungan pembagian keuntungan dalam 
pembiayaan musyarakah di BMT Surya Dana Makmur Klaten 
berdasarkan pada teori profit sharing.  Di BMT Surya Dana Makmur 
Klaten pada umumnya prosentase keuntungan 60% mitra dan 40% 
pihak BMT Surya Dana Makmur. Tetapi tidak semua mitra prosentase 
keuntungannya sama, karena disesuaikan dengan besar prosentase 
penyertaan modal. Dan pembagian keuntungan harus tertuang dalam 
kontrak. 
4. Kerugian 
Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh masing-
masih mitra. Pembagian kerugian dibagi berdasarkan saham masing-
masing modal. Dan biasanya kisaran 60% mitra dan 40% pihak BMT. 
Dan pada saat terjadi kerugian pihak BMT akan menganalisa kembali 
apa yang menyebabkan kerugian itu terjadi, apabila kerugian tersebut 
terjadi bukan karena kelalaian dari mitra maka pihak BMT ikut 
menanggung kerugian, namun apabila kerugian disebabkan karena 
kelalaian pihak mitra maka BMT Surya Dana Makmur Klaten tidak 
ikut serta membantu atau menanggung kerugian tersebut. 
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BAB IV 
ANALISIS PENERAPAN OBJEK AKAD MUSYARAKAH DAN 
PENERAPAN FATWA DSN MUI NO 08/DSN-MUI/IV/2000 DI BMT 
SURYA DANA MAKMUR KLATEN 
 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai analisis penerapan objek akad 
musyarakah penerapan fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
musyarakah di BMT Surya Dana Makmur Klaten. Yang mana akan dijelaskan 
mengenai: rukun dan syarat Musyarakah di BMT Surya Dana Makmur Klaten, 
ketentuan-ketentuan umum di BMT Surya Dana Makmur Klaten. 
A. Penerapan objek akad musyarakah 
Pada BMT Surya Dana Makmur pelaksanaan objek akadnya meliputi: 
1. Modal  
Dalam hal penerapan objek akad yang berupa modal di BMT Surya 
Dana Makmur  ada beberapa kriteria atau ketentuan yang diterapkan, 
antara lain:
1
 
a. Modal yang diberikan oleh pihak BMT Surya Dana Makmur 
Klaten kepada mitra adalah berupa uang tunai. Uang tunai tersebut 
diberikan kepada mitra setelah permohonan mitra di ACC oleh 
pihak BMT Surya Dana Makmur dan sesuai dengan alur prosedur 
pembiayaan musyarakah yang ada di BMT Surya Dana Makmur. 
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b. Dalam hal modal pada dasarnya para pihak baik pihak mitra 
maupun pihak BMT Surya Dana Makmur tidak diperbolehkan 
untuk meminjamkan modal kepada orang lain tanpa kesepakatan 
pihak lainnya. Dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan 
pribadi salah satu pihak.  
c. Adanya jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. 
Jaminan ini digunakan untuk menantisipasi apabila ada salah satu 
mitra yang wanprestasi, jadi digunakan untuk menghindari adanya 
penyimpangan yang dilakukan oleh mitra pembiayaan 
musyarakah. Jaminan tersebut bisa suatu barang berharga yang 
dimiliki oleh mitra yang mengajukan pembiaayaan musyarakah 
ataupun barang milik orang lain asalkan telah mendapatkan 
persetujuan dari pemilik barang tersebut. Jaminan ini diberikan 
oleh calon mitra pembiayaan musyarakah yang diajukan. Jaminan 
sebagai sumber pembayaran kedua, apabila nasabah tersebut tidak 
dapat membayar angsuran maka termasuk dalam kredit macet 
pihak BMT dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. 
2. Kerja 
Kerja dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang 
berbeda, tidak harus sama atau dengan salah satu mitra memberi kuasa 
kepada mitra kerja yang lainnya untuk mengelola usahanya tersebut. 
Kerja Mitra BMT lebih banyak dari pada porsi kerja pihak BMT. 
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Karena porsi kerja juga disesuaikan dengan modal penyertaan yang 
diberikan. Dan tergantung pada nisbah yang disetujui di awal akad.  
3. Keuntungan 
Nisbah bagi hasil keuntungan disini adalah proses pembagian 
keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh mitra dengan 
pihak BMT Surya Dana Makmur Klaten. Sistem pembagian 
keuntungan terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan profit sharing dan 
revenue sharing. Pembagian keuntungan berdasarkan profit sharing 
adalah keuntungan yang diberikan sesudah hasil dikurangi beban-
beban untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Bisa dikatakan profit 
sharing merupakan pendapatan bersih karena sudah di kurangi dengan 
beban-beban yang di tanggung. Sedangkan sistem pembagian 
keuntungan berdasarkan revenue sharing adalah pembagian 
keuntungan yang mana pendapatan yang belum dikurangi beban-
beban, bisa dikatakan sebagai pendapatan kotor. 
Pada dasarnya, proses pembagian keuntungan di BMT Surya 
Dana Makmur Klaten pada saat akad berlangsung sudah dikuantifikasi 
dan ditentukan dengan jelas mengenai keuntungannya yaitu sesuai 
dengan kontribusi modal atau dana yang diberikan. Keuntungan ini 
ditetapkan melalui kesepakatan antara pihak BMT Surya Dana 
Makmur dengan mitra. Dalam hal ini para fuqaha membuat kaidah 
bahwa prosentase pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi 
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berdasarkan perbandingan jumlah modal yang diberikan oleh masing-
masing pihak.  
Metode penghitungan pembagian keuntungan dalam 
pembiayaan musyarakah di BMT Surya Dana Makmur Klaten 
berdasarkan pada teori profit sharing.  Di BMT Surya Dana Makmur 
Klaten pada umumnya prosentase keuntungan 60% mitra dan 40% 
pihak BMT Surya Dana Makmur. Tetapi tidak semua mitra prosentase 
keuntungannya sama, karena disesuaikan dengan besar prosentase 
penyertaan modal. Dan pembagian keuntungan harus tertuang dalam 
kontrak. 
4. Kerugian 
Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh masing-
masih mitra. Pembagian kerugian dibagi berdasarkan saham masing-
masing modal. Dan biasanya kisaran 60% mitra dan 40% pihak BMT. 
Dan pada saat terjadi kerugian pihak BMT akan menganalisa kembali 
apa yang menyebabkan kerugian itu terjadi, apabila kerugian tersebut 
terjadi bukan karena kelalaian dari mitra maka pihak BMT ikut 
menanggung kerugian, namun apabila kerugian disebabkan karena 
kelalaian pihak mitra maka BMT Surya Dana Makmur Klaten tidak 
ikut serta membantu atau menanggung kerugian tersebut. 
B. Rukun dan Syarat Musyarakah di BMT Surya Dana Makmur Klaten 
Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai rukun dan 
syarat musyarakah yang ada di teoori dengan praktik yang ada pada BMT 
65 
 
 
Surya Dana Makmur. Musyarakah sendiri adalah kerjasama antara kedua 
belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 
pihak memberikan kontibusi dana maupun keahlian untuk melakukan 
suatu jenis usaha tersebut, sehingga menghasilkan dan berbagi kuntungan. 
Dalam aplikasi keuangan syariah, akad pembiayaan musyarakah 
sendiri dimana pihak lembaga keuangan atau disini BMT Surya Dana 
Makmur bekerjasama dengan pegusaha, diamana kontribusi modal dan 
pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dalam teori rukun 
musyarakah sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu: 
1. Pelaku akad 
Dalam hal pelaku akad atau pihak-pihak yang berserikat harus 
memenuhi beberapa kriteria atau ketentuan, antara lain: 
a. Pelaku akad atau pihak yang berserikat harus berkompeten dalam 
bidangnya. 
b. Semua pelaku akad atau pihak yang berserikat harus sama-sama 
menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan. 
c. Semua pihak yang berserikat memiliki hak untuk ikut mengelola 
bisnis atau usaha yang sedang dibiayai atau memberikan kuasa 
kepada mitra kerjanya untuk mengelola bisnis atau usaha tersebut. 
d. Pihak yang berserikat, baik mitra maupun lembaga keuangan tidak 
diperbolehkan atau diizinkan menggunakan dana musyarakah 
untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi. 
2. Objek akad  
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a. Modal : 
1) Modal bisa berbentuk uang tunai atau suatu aset yang dapat 
dinilai. Apabila modal berupa aset, maka sebelum kontrak 
dilangsungkan aset tersebut harus dinilai terlebih dahulu dan 
disepakati oleh masing-masing mitra. 
2) Mitra tidak diperbolehkan meminjamkan atau menghadiahkan 
modal kepada orang lain. 
3) Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah tidak diharuskan 
meminta agunan atau barang jaminan, tetapi agunan ini 
digunakan untuk menghindari apabila terjadinya wanprestasi, 
maka lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk meminta 
agunan dari mitra. 
b. Kerja : 
1) Porsi kerja masing-masing mitra tidak harus sama, akan tetapi 
partisipasi kerjanya dilakukan bersama-sama atau salah satu 
pihak memberi kuasa kepada mitra kerja yang lainnya untuk 
mengelola usaha tersebut.  
2) Porsi kerja juga diisesuaiikan dengan besarnya penyertaan mdal 
masing-masing piihak. 
3) Kedudukan semua mitra atau masnig-masing piihak harus 
tertuang dalam kontrak. 
c. Keuntungan/ kerugian : 
1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas. 
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2) Pembagian keuntungan maupun kerugian harus jelas tertuang 
didalam kontrak. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh 
masing-masing mitra berdasarkan dengan penyertaan modal 
yang diberikan oleh masing-masing mitra. 
3. Ijab dan qabul.  
Ijab dan Qabul ini harus dinyatakan didalam akad secarra jelas 
dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain adalah: 
a. Menuangkan secara jelas baik penawaran maupun permintaan 
dalam tujuan akad. 
b. Akad pembiayaan musyarakah dituangkan secara tertulis dan 
disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak mitra dan pihak 
lembaga keuangan. 
c. Penawaran maupun penerimaan dilakukan pada saat kontrak 
pembiayaan tersebut dilakukan. 
Sedangkan praktik dalam pembiayaan musyarakah di BMT Surya 
Dana Makmur sendiri rukunnya adalah sebagai berikut: 
1. Pelaku akad 
Pelaku akad disini adalah pihak-pihak yang melakukan 
transaksi akad musyarakah trsebut, baik dari pihak mitra maupun 
pihak BMT. Yang mana pada prosedur transaksi akadnya pihak mitra 
melakukan pengajuan pembiayaan terlebih dahulu, lalu setelah melalui 
beberapa tahap dan pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak BMT 
maka terjadilah suatu akad pembiayaan musyarakkah yang mana 
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pelaku akadnya tersebut adalah antara mitra dan pihak BMT yang 
diwakili oleh Admin Pembiayaan. 
2. Objek akad 
Objek akad sendiri yang ada pada BMT Surya Dana Makmur 
yang mana pada bab sebelumnya sudah dijelaskan adalah sebagai 
berikut: 
a. Modal  
Modal sendiri adalah uang pokok yang digunakan dalam suatu 
usaha atau bisnis. Dalam hal ketentuan objek akad yang berupa 
modal di BMT Surya Dana Makmur  ada beberapa kriteria atau 
ketentuan, antara lain:
2
 
d. Modal yang diberikan oleh pihak BMT Surya Dana Makmur 
Klaten kepada mitra adalah berupa uang tunai. Uang tunai 
tersebut diberikan kepada mitra setelah permohonan mitra di 
ACC oleh pihak BMT Surya Dana Makmur dan sesuai dengan 
alur prosedur pembiayaan musyarakah yang ada di BMT Surya 
Dana Makmur. 
e. Dalam hal modal pada dasarnya para pihak baik pihak mitra 
maupun pihak BMT Surya Dana Makmur tidak diperbolehkan 
untuk meminjamkan modal kepada orang lain tanpa 
kesepakatan pihak lainnya. Dan tidak boleh digunakan untuk 
kepentingan pribadi salah satu pihak.  
                                                          
2
 Wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku Manager BMT Surya Dana Makmur 
Klaten 
69 
 
 
f. Adanya jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. 
Jaminan ini digunakan untuk menantisipasi apabila ada salah 
satu mitra yang wanprestasi, jadi digunakan untuk menghindari 
adanya penyimpangan yang dilakukan oleh mitra pembiayaan 
musyarakah. Jaminan tersebut bisa suatu barang berharga yang 
dimiliki oleh mitra yang mengajukan pembiaayaan musyarakah 
ataupun barang milik orang lain asalkan telah mendapatkan 
persetujuan dari pemilik barang tersebut. Jaminan ini diberikan 
oleh calon mitra pembiayaan musyarakah yang diajukan. 
Jaminan sebagai sumber pembayaran kedua, apabila nasabah 
tersebut tidak dapat membayar angsuran maka termasuk dalam 
kredit macet pihak BMT dapat melakukan eksekusi terhadap 
barang jaminan. 
b. Kerja 
Kerja dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang 
berbeda, tidak harus sama atau dengan salah satu mitra memberi 
kuasa kepada mitra kerja yang lainnya untuk mengelola usahanya 
tersebut. Kerja Mitra BMT lebih banyak dari pada porsi kerja pihak 
BMT. Karena porsi kerja juga disesuaikan dengan modal 
penyertaan yang diberikan. Dan tergantung pada nisbah yang 
disetujui di awal akad.  
c. Keuntungan 
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Nisbah bagi hasil keuntungan disini adalah proses 
pembagian keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh 
mitra dengan pihak BMT Surya Dana Makmur Klaten. Metode 
penghitungan pembagian keuntungan dalam pembiayaan 
musyarakah di BMT Surya Dana Makmur Klaten berdasarkan 
pada teori profit sharing.  Di BMT Surya Dana Makmur Klaten 
pada umumnya prosentase keuntungan 60% mitra dan 40% pihak 
BMT Surya Dana Makmur. Tetapi tidak semua mitra prosentase 
keuntungannya sama, karena disesuaikan dengan besar prosentase 
penyertaan modal. Dan pembagian keuntungan harus tertuang 
dalam kontrak. 
d. Kerugian 
Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh 
masing-masih mitra. Pembagian kerugian dibagi berdasarkan 
saham masing-masing modal. Dan biasanya kisaran 60% mitra dan 
40% pihak BMT. Dan pada saat terjadi kerugian pihak BMT akan 
menganalisa kembali apa yang menyebabkan kerugian itu terjadi, 
apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian dari mitra 
maka pihak BMT ikut menanggung kerugian, namun apabila 
kerugian disebabkan karena kelalaian pihak mitra maka BMT 
Surya Dana Makmur Klaten tidak ikut serta membantu atau 
menanggung kerugian tersebut. 
3. Ijab dan Qabul 
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Dalam pelaksanaan kontrak pembiayaan musyarakah ijab dan qbul 
dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersangkutan yaitu antara calon 
mitra dan pihak BMT Surya Dana Makmur melalui admin 
pembiayaan. 
Terlepas dari rukun yang harus dipenuhi, ada juga syarat-syarat dalam 
akad pembiayaan musyarakah juga yang harus di perhatikan. Adapun syarat-
syarat musyarakah dalam teori adalah sebagai berikut: 
1. Ucapan: tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah, ia dapat 
berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah 
apabila diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak dicatat dan di 
saksikan. 
2. Pihak yang berkontrak disyaratkan harus kompeten dalam memberikan 
dan diberikan kekuasaan perwakilan. 
3. Objek kontrak (dana dan kerja) yang diberikan harus tunia. 
Pada akad pembiayaan musyarakah di BMT Surya Dana Makmur juga 
terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan. Adapun syarat-syarat yang ada 
diperhatikan yang diterapkan oleh BMT Surya Dana Makmur antara lain: 
1. Mengenai ucapan: bentuk kontrak yang digunakan pada BMT Surya Dana 
Makmur Klaten tersebut adalah dalam bentuk tertulis dan pada saat 
kontrak berlangsung itu disaksikan sendiri oleh para pihak dan dicatat. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak juga diseleksi dan dipiliih yang berkmpoeten 
dalam hal memberi dan diberi kekuasaan perwakilan. 
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3. Objek kontrak yang diberikan BMT Surya Dana Makmur kepada mitra 
adalah berupa uang tunai tidak berupa aset. 
 
C. Ketentuan-Ketentuan Umum di BMT Surya Dana Makmur Klaten 
BMT Surya Dana Makmur merupakan lembaga keuangan syariah 
yang bertugas melakukan pengembangan-pengembangan usaha yang 
berupa produk maupun investasi guna meningkatkan kegoiatan ekonomi 
masyarakat menengah maupun kecil dengan cara mendorong atau 
menyarankan kegiatan menabung dan kegiatan pembiayaan lainnya. Oleh 
karena itu, dalam pengoperasian kerja BMT Surya Dana Makmur harus 
berpegang teguh dan mematuhi atau menaati segala aturan yang telah 
diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang 
mengatur segala bentuk kegiatan lembaga keuangan syariah. 
Dalam praktik kegiataan pembiayaan terutama pembiayaan 
musyarakah BMT Surya Dana Makmur juga menetapkan beberapa 
ketentuan mengenai objek akad pembiayaan musyarakah sendiri untuk 
dijadikan dasar ataupun patokan dalam proses kerja BMT Surya Dana 
Makmur. Oleh sebab itu, penulis melakukan pengamatan mengenai 
penerapan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Surya 
Dana Makmur Klaten. Adapun ketentuan berdasarkan fatwa dan ketentuan 
yang ada di BMT Surya Dana Makmur Klaten antara lain adalah:  
1. Pernyataan ijab dan qabul dinyatakan sendiri oleh para pihak. Di BMT 
Surya Dana Makmur Klaten ijab dan qabul dilakukan sendiri oleh para 
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pihak yaitu pihak yang mengajukan pembiayaan musyarakah dan 
pihak BMT Surya Dana Makmur Klaten melalui admin pembiayaan. 
2. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum, dan memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Kompeten dalam memberikan kekuasaan atau perwakilan. 
b. Harus menyediakan dana dan pekerjaan 
Dalam hal ini BMT Surya Dana Makmur menyeleksi pihak-pihak 
atau calon mitra mana yang berkompeten dan tidak. Pada awal 
pengajuan pembiayaan musyarakah calon mitra harus menjelaskan 
dengan gamblang mengenai usahanya dan berapa tambahan modal 
yang diperlukan dan calon mitra siap dan terbuka untuk dilakukan 
survei oleh pihak BMT Surya Dana Makmur mengenai usaha yang 
akan dilakukan.  
3. Ketentuan mengenai besarnya nominal tambahan modal yang 
dibutuhkan mitra, metode pembayaran angsuran atau tempo, jangka 
waktu pembayaran, besarnya angsuran pokok pada setiap pembayaran. 
Besarnya nominal tambahan modal tergantung sama yang dibutuhkan 
oleh mitra. Metode pembayaran angsuran di lakukan setiap bulan dan 
disetorkan ke BMT sampai seluruh jumlah pembiayaan pokok dan 
bagian keuntungan yang menjadi hak BMT sesuai dengan nisbah yang 
ditetapkan diawal akad. Dan mengenai jangka waktu pembayaran dan 
angsuran pokok pada setiap pembayaran tergantung dengan modal 
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awal yang diberikan oleh pihak BMT Surya Dana Makmur kepada 
mitra, karena setiap mitra berbeda biaya atau modal yang dibutuhkan.  
4. Ketentuan mengenai jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan, 
pembagian keuntungan jelas dan tertuang dalam kontak. Bila rugi, 
maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan 
porsi modal yang diserahkan. 
Pada latar belakang masalah hal yang dicurigai adalah mengenai porsi 
kerugian yang tidak dijelaskan diawal akad. Namun, pada 
penerapannya keuntungan dan kerugian sudah disepakati pada saat 
akad dan dikuantifikasikan dengan jelas. Porsi kerja masing-masing 
pihak juga sudah disebutkan dengan jelas. Apabila ada kerugian maka 
ditanggung bersama sesuai dengan penyertaan modal. Jadi, mengenai 
porsi kerugian tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan fatwa DSN 
MUI. 
5. Ketentuan mengenai agunan dan spesifikasi detail agunan, apabila 
bukan hak milik maka harus disertakan hak kuasa oleh pemilik sah 
agunan. 
Mengenai agunan di BMT Surya Dana Makmur Klaten barang yang di 
agunkan oleh mitra harus jelas kepemilikan dan barangnya apa dan 
apabila barang yang di agunkan adalah barang milik orang lain maka 
mitra harus telah mendapatkan hak kuasa dari pemilik agunan. 
6. Ketentuan-ketentuan apabila terjadi fource majour dan cidera janji. 
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Apabila terjadi cidera janji pihak BMT memerlukan jasa penasihat 
hukum untuk menagihnya, jasa penagihan ini dibayar seluruhnya oleh 
mitra sepanjang hal itu dapat dibuktikan dan sah menurut hukum. 
7. Biaya operasional persengketaan 
a. Biaya operasional persengketaan dibebankan sesuai porsi modal 
bersama. 
b. Apabila terjadi persengketaan sebisa mungkin diselesaikan dengan 
cara musyawarah terlebih dahulu, namun apabila dengan cara 
musyawarah tidak ditemukan kemufakatan maka diselesaiakan 
melalui litigasi di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten. 
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BAB V 
PENUTUP 
 Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang penulis 
peroleh dari hasil penelitian dan memberikan sedikit saran untuk lembaga yang 
diteliti. 
A. KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan: 
1. Pelaksanaan objek akad pembiayaan musyarakah pada BMT Surya 
Dana Makmur Klaten: Pada BMT Surya Dana Makmur modal yang 
diberikan adalah berupa uang tunai dan adanya jaminan untuk 
menghindari adanya penyimpangan. Pembagian porsi kerja pada akad 
pembiayaan musyarakah di BMT Surya Dana Makmur Klaten 
berbeda, disesuaikan modal penyertaan yang diberikan oleh masing-
masing pihak. Di BMT Surya Dana Makmur Klaten nisbah atau 
prosentase keuntungan sudah ditentukan diawal akad. Dan disesuaikan 
dengan prosentase modal yang diberikan. Apabila terjadi adanya 
kerugian maka ditanggung bersama oleh masing-masing mitra 
berdasarkan prosentase modal yang diberikan. Pihak BMT 40% dan 
mitra 60%, akan tetapi pihak BMT tetap menganalisa sebab terjadinya 
kerugian. 
2. Penerapan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Surya 
Dana Makmur Klaten: Pasal pertama, mengenai ijab dan qabul dalam 
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penerapannya di BMT Surya Dana Makmur Klaten pernyataan ijab 
dan qabul dinyatakan sendiri oleh para pihak. Dan telah 
memperhatikan hal-hal yang ada di fatwa. Pasal kedua, BMT Surya 
Dana Makmur menerapkan ketentuan mengenai pihak-pihak yang 
berakad harus berkompeten dibidangnya dan masing-masing 
memberikan kontribusi dana dan kerja. Dan itu telah sesuai dengan 
fatwa. BMT Surya Dana Makmur Klaten nisbah keuntungan dan 
kerugian telah dikuantifikasi dengan jelas diawal akad. Yang mana 
kerugian 60% mitra dan 40% BMT. Apabila terjadi persengketaan 
biaya operasionalnya dibebankan sesuai dengan porsi modal bersama 
dan diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu, apabila 
tidak ditemukan kemufakatan maka di selesaiakan melalui jalur litigasi 
di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten. 
 
 
B. SARAN 
Dari kesimpulan yang telah penulis ungkapkan, penulis mempunyai 
saran yang mungkin bisa dijadikan masukan bagi pihak BMT Surya Dana 
Makmur Klaten agar menjadi BMT yang lebih baik dan lebih maju. 
Beberapa saran yang penulis punya, antara lain: 
1. BMT Surya Dana Makmur Klaten seharusnya lebih meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada nasabah sehingga nasabah BMT Surya 
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Dana Makmur Klaten merasa nyaman dan mereka tertarik untuk 
melakukan pembiayaan. 
2. BMT Surya Dana Makmur Klaten lebih mensosialisasikan atau 
memberikan pemahaman kepada calon nasabah yang hendak 
mengajukan pembiayaan di BMT Surya Dana Makmur Klaten 
mengenai produk dan jasa melakukan akad. Sehingga dapat membuat 
calon nasabah mengerti atau paham mengenai produk dan jenis akad 
apa yang hendak digunakan serta ketentuan-ketentuan mengenai akad 
tersebut. 
3. Lebih menekankan atau lebih memanfaatkan pengembangan teknologi 
informasi yaitu dengan membuat website sendiri untuk BMT Surya 
Dana Makmur agar semua informasi tentang BMT Surya Dana 
Makmur Klaten dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang 
membutuhkkan informasi mengenai BMT surya Dana Makmur Klaten. 
4. Membuat perluasan usaha, yang mana dalam hal ini BMT Surya Dana 
Makmur Klaten dapat membuka cabang agar masyarakat dapat dengan 
mudah menjangkau atau bertransaksi dengan lemb 
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FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang 
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
 
ِميِحرلا ِنمحرلا ِاللها ِمسِب 
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain 
melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan 
akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 
tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan; 
  b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam 
kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan 
maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga 
keuangan syari’ah (LKS); 
  c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24: 
… نِم اريِثَك َّنِإو اونمآ نيِذَّلا َّلاِإ ،ٍضعب ىَلع مهضعب يِغبيَل ِءاَطَلخْلا 
مه ام ٌليِلَقو ِتاحِلاصلا اوُلِمعو… 
"…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada 
sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan 
amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini…."    
2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 
 ِدوُقعْلاِب اوُفوَأ اونمآ نيِذَّلا اهيَأاي… 
   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 
  3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW 
berkata: 
 ُلوُقي ىَلاعت َاللها َّنِإ : ،هبِحاص امهدحَأ نخي مَل ام ِنيَكيِرشلا ُثِلاَث انَأ
امِهِنيب نِم تجرخ هبِحاص امهدحَأ َناخ اَذِإَف. 
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“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati 
pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku 
keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-
Hakim, dari Abu Hurairah). 
4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 
 َنومِلسمْلاو امارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح احْلص َّلاِإ ينِمِلسمْلا نيب زِئاج حْلصلَا
امارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح اًطرش َّلاِإ مِهِطورش ىَلع. 
 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” 
5. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh 
masyarakat pada saat itu. 
6. Ijma’ Ulama atas keboleh musyarakah. 
7. Kaidah fiqh: 
َا ىِف ُلصَلأ ِتَلاماعمْلا ُةحابِلإْا ْنَأ َّلاِإهِميِرحت ىَلع ٌليِلد َّلديا. 
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
  Beberapa Ketentuan: 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 
memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan 
setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
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c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 
dalam proses bisnis normal. 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain 
untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah 
diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah 
dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa 
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
a. Modal 
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau 
yang nilainya sama. 
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti 
barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal 
berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan 
tunai dan disepakati oleh para mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal 
musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar 
kesepakatan. 
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak 
ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 
b. Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi 
kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 
tambahan bagi dirinya.  
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan 
masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan 
dalam kontrak. 
c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu 
alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. 
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak 
ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi 
seorang mitra. 
 08 Pembiayaan Musyarakah 
 
 
Dewan Syariah Nasional MUI 
4 
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika 
keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau 
prosentase itu diberikan kepadanya. 
4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan 
jelas dalam akad. 
d. Kerugian 
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara 
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.  
4. Biaya Operasional dan Persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
  
 Ditetapkan di : Jakarta 
  Tanggal : 08 Muharram 1421 H. 
    13    April      2000 M 
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